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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Triwulan 11l Tahun 2025

dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun secara sistematis dan berjenjang, di mulai dari tingkat
Unit Kerja hingga ke Unit Organisasi, untuk menggambarkan secara menyeluruh
capaian kinerja yang telah terlaksana selama Triwulan Ill Tahun 2025. Laporan ini
disusun untuk memberikan informasi capaian kinerja yang terukur sebagai upaya
pencapaian target yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan secara

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Unit Organisasi.

Diharapkan, laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
perkembangan pelaksanaan sasaran program, capaian indikator kinerja sasaran
program, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan. Dengan
demikian, laporan ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan langkah-langkah
strategis yang lebih efektif untuk triwulan berikutnya dan dalam mencapai target

tahunan secara keseluruhan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan

untuk dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional di bidang perumahan.

Jakarta, 7 Oktober 2025

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP,

Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si.
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BAB | PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dibentuk pada
tahun 2024 dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029
dengan kedudukan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang perumahan dan kawasan permukiman dan menjadi bagian dari urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Tujuan utamanya adalah mewujudkan
penyediaan rumah layak huni dan pengembangan kawasan permukiman yang
terpadu bagi masyarakat. Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2025-2029, vyaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,
Kementerian PKP berkontribusi dalam mendukung pencapaian Program Nasional
(PN) ke-6: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan. Untuk mendukung program tersebut, Presiden
menetapkan target pembangunan dan renovasi sebanyak 3 (tiga) juta unit rumah,
dengan pembagian 1 (satu) juta unit di kawasan perkotaan, 1 (satu) juta unit di
kawasan perdesaan, dan 1 (satu) juta unit di wilayah pesisir. Kementerian PKP
menetapkan tiga peran utama dalam pelaksanaan strategi ini: sebagai operator
pembangunan fisik, regulator dalam perumusan kebijakan, dan fasilitator dalam

penyediaan akses perumahan bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari Visi Misi Presiden yang tertuang pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode tahun 2025-
2029, Kementerian PKP menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode
tahun 2025-2029. Pada Renstra Kementerian PKP 2025-2029, ditetapkan dua
sasaran strategis, yaitu peningkatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta peningkatan
kualitas tata kelola dan pengawasan intern. Sekretariat Jenderal Kementerian PKP
berkontribusi melalui sasaran strategis kedua, yakni peningkatan kualitas tata kelola
guna mendukung kinerja pelayanan, dengan tujuan memperkuat dukungan
manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perumahan dan
kawasan permukiman, yang diukur melalui persentase penguatan dukungan

manajemen tersebut.



LAPORAN KINERIA TRIWULAN 111 2025 KEMEN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, instansi
pemerintah diwajibkan menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen penting dalam SAKIP adalah
pelaporan kinerja, yang berfungsi sebagai ikhtisar capaian kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara. Pelaporan kinerja terdiri atas Laporan
Kinerja triwulan dan Laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja triwulan merupakan
dokumen yang menyajikan ringkasan pencapaian kinerja instansi atau organisasi
dalam periode tiga bulan. Laporan ini disusun berdasarkan rencana kerja dan

anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja triwulan bertujuan untuk memberikan informasi terkait
capaian kinerja, serta menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan
anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Laporan ini mencakup
ringkasan hasil yang telah dicapai, baik yang sesuai dengan rencana maupun yang
belum tercapai. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi efektivitas dan
efisiensi kegiatan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan guna

meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
(PKP) memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam mendukung tata kelola
internal kementerian. Meski tidak langsung terlibat dalam teknis pembangunan
perumahan maupun penataan kawasan permukiman, Sekretariat Jenderal
bertanggung jawab dalam proses manajemen, koordinasi, serta dukungan

administratif serta kelembagaan sehingga berjalan dengan terarah.

Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri, memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi
di lingkungan Kementerian. Sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP, dalam melaksanakan

tugas tersebut, Sekretariat Jenderal memiliki fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian;

2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
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3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja
sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;

4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;

6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik’kekayaan negara
dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Kompleksitas fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal menuntut
Sekretariat Jenderal sebagai organisasi yang harus memiliki kapasitas kelembagaan
adaptif, sistem kerja yang saling terintegrasi, serta sumber daya pendukung yang
profesional dan responsif terhadap dinamika organisasi dan kebutuhan pelayanan
publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Susunan
organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal dibantu oleh 7 (tujuh) Biro

dan 2 (dua) Pusat di bawahnya yang terdiri atas:

Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;

Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

Biro Umum;

Biro Hukum;

Biro Komunikasi Publik;

Pusat Data dan Informasi; dan

© 0O N o g bk 0bd =

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal berdasarkan
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan

Permukiman (PKP) dapat dilihat pada halaman berikutnya.
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Gambar I. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian PKP
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Susunan struktur organisasi Sekretariat Jenderal di atas dapat jelaskan

sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1.3.1 Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana program, koordinasi administrasi
penganggaran Kementerian, dan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan,
serta kerja sama bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan dan Kerja Sama

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana program dan
kegiatan Kementerian serta Sekretariat Jenderal,;

2. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi penganggaran
Kementerian;

3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan kinerja serta laporan pelaksanaan anggaran
Kementerian serta Sekretariat Jenderal;

4. Pelaksanaan koordinasi rencana program dan kegiatan serta administrasi
kerja sama;

5. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan strategis Kementerian; dan

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

1.3.2 Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pengelolaan sumber daya
manusia, organisasi, dan tata laksana Kementerian. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan perencanaan
sumber daya manusia;

2. Pelaksanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia;

3. Pembinaan dan pelaksanaan penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi

sumber daya manusia;
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4. Penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan karier dan kompetensi
sumber daya manusia;

5. Pengelolaan dan pembinaan kinerja sumber daya manusia;

6. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi jabatan fungsional dan
jabatan pelaksana;

7. Fasilitasi dan koordinasi pemberian penghargaan dan pengelolaan disiplin
sumber daya manusia;

8. Pengelolaan data, informasi, dan arsip sumber daya manusia;

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi sumber daya manusia;

10.Penyusunan, pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana
serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian; dan

11.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

1.3.3 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan penyusunan tata laksana keuangan, perbendaharaan, pelaporan
keuangan penatausahaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan
umum perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara, penatausahaan
penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, serta pengaturan, pembinaan,
pengawasan, dan koordinasi pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan
negara, serta aset khusus pada Tingkat Kementerian. Dalam melaksanakan tugas,

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;

2. Pembinaan dan pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan keuangan;

3. Pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan
layanan umum,;

4. Penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;

6. Pembinaan dan penatausaahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan
kerja;

7. Penatausahaan hasil pemeriksaan;

8. Penyusunan perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara;

9. Penyusunan laporan keuangan Kementerian dan Sekretariat Jenderal,
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10.Pelaksanaan pengendalian intern keuangan dan fasilitasi pelaksanaan sistem
pengendalian intern pemerintah;

11.Penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;

12.Pengaturan dan pembinaan pengelolaan barang milik negara dan/atau
kekayaan negara tingkat Kementerian;

13.Pembinaan informasi dan dokumentasi serta kebijakan pengelolaan barang
milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian;

14.Koordinasi pelaksanaan penatausahaan dan rencana kebutuhan barang milik
negara tingkat Kementerian;

15.Pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, dan penertiban kekayaan negara
dan aset khusus tingkat Kementerian;

16.Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak barang milik negara;

17.Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik negara; dan

18.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

1.3.4 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pengelolaan sumber daya manusia, organisasi,
dan tata laksana Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau
kriteria pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

2. Pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;

3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kementerian bidang perumahan
dan kawasan permukiman;

4. Pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur,
dan/atau kriteria pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

6. Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan

7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
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1.3.5 Biro Umum

Biro umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan
ketatausahaan, kerumahtanggaan, prasarana fisik, dan pelaksanaan urusan
ketertibpan dan keamanan serta urusan protokoler Kementerian. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan
Kementerian;

2. Pelaksanaan urusan Kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan urusan
perkantoran, dan angkutan sumber daya manusia;

3. Pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta
protokoler pimpinan Kementerian;

4. Pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta
protokoler pimpinan Kementerian;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum, tata usaha Menteri, Wakil
Menteri, Sekretaris Jenderal, staf Ahli, dan Staf Khusus;

6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rumah tangga, keamanan, prasarana
fisik, tata usaha, dan protokol; dan

7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

1.3.6 Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan
pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum,
pertimbangan hukum, penyusunan perjanjian, dan pelaksanaan dan pembinaan
pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta penyebarluasan peraturan
perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

1. Koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
dan kawasan permukiman,;
2. Pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perumahan

dan kawasan permukiman;
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3. Koordinasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas
dan fungsi Kementerian;

4. Pembinaan pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait
tugas dan fungsi Kementerian;

5. Koordinasi penyusunan perjanjian bidang perumahan dan kawasan
permukiman;

6. Pembinaan penyusunan perjanjian bidang perumahan dan kawasan
permukiman,;

7. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

8. Pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

9. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan
kawasan permukiman; dan

10.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

1.3.7 Biro Komunikasi Publik

Biro Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data,
informasi, dan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan transformasi digital di
lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro

Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan Kementerian;

2. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi bidang perumahan dan kawasan
permukiman,;

3. Koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan hubungan antar
lembaga;

4. Koordinasi dan penyiapan bahan laporan pimpinan;

5. Pembinaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
Kementerian; dan

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

1.3.8 Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data,
informasi, dan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan transformasi digital di
lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
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1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan data dan
teknologi informasi Kementerian;

2. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi statistik, geospasial tematik,
serta audio visual di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

3. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem teknologi informasi,
infrastruktur dan keamanan teknologi informasi;

4. Pengelolaan digitalisasi data dan produksi dokumentasi bidang perumahan
dan kawasan permukiman; dan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

1.3.9 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan
permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, serta program pengembangan
sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman;

2. Pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber
daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman;

3. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan
kawasan permukiman,;

4. Pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber
daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

KEMEN
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BAB I CAPAIAN KINERJA

1 TARGET KINERJA TRIWULAN il

Sekretariat Jenderal berkontribusi dalam Sasaran Strategis (SS-2)
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yaitu Meningkatnya
Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP dengan Indikator
Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian
PKP. Sasaran Strategis tersebut dicapai melalui Program Dukungan Manajemen
dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) adalah Tingkat kualitas dukungan

manajemen Kementerian PKP.

Tabel Il. 1 Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Program Dukungan Manajemen
Kementerian PKP

LEVEL KEMENTERIAN LEVEL SEKRETARIAT JENDERAL

Sasaran Strategis (SS): Sasaran Program (SP):
Meningkatnya kualitas tata kelola dan Meningkatnya kualitas dukungan manajemen
pengawasan intern Kementerian PKP Kementerian PKP

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP):
Tingkat kualitas dukungan manajemen
Kementerian PKP

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1):
Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PKP

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, capaian kinerja diperoleh dengan
membandingkan antara realisasi dengan target. Berikut adalah Target Kinerja

Sekretariat Jenderal Kementerian PKP.

Tabel II. 2 Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ TARGET PK
TWI TWII TW I
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT JENDERAL
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas

Dukungan Manajemen Kementerian PKP

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen % 80.40 13.0 25.9 43.9

Kementerian PKP

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025 dan Hasil Perhitungan
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Komitmen pelaksanaan sasaran tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 antara Menteri PKP selaku Pihak Pertama dan Sekretaris Jenderal
selaku Pihak Kedua, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Perjanjian

Kinerja pada Gambar II. 1.

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Didyk Choiroel
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Didyk Choiroel
Jabatan : a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretans Jenderal (berdasarkan Keputusan
Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/ 2025 tentang Pendel. gan Tugas dan Fungsi Tertentu)

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 September 2025
Pihak Kedua Pihak Pertama

DIDYK CHOIROEL DIDYK CHOIROEL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT JENDERAL
DAN
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
1 Kualitas Dulk i PKP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP 80.4%
a. | Tingkat layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama 92.6%
b. | Tingkat layanan pengelolaan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana 71.5%
c. | Tingkat layanan pengelolaan Keuangan dan BMN 83.3%
d. | Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa 98.5%
e. | Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal 76.5%
f. | Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum 70.5%
" ;\;ﬁﬁm oy publik di P dan Kawasan A
h. | Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi 75.9%
i. | Tingkat layanan i ASN ian PKP 67.9%
j. | Tingkat layanan talenta ASN PKP 79.3%
PROGRAM PAGU APBN
Dukungan Manajemen Rp619,491,789,000,00

Jakarta, 24 September 2025

a.n, MENTERI
Di SEKRETARIS JENDERAL
SEKRETARIS JENDERAL
DIDYK CHOIROEL DIDYK CHOIROEL

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025

Gambar Il. 1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025
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Pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut didukung oleh alokasi anggaran
Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp619.491.789.000,00 yang di dalamnya termasuk
pendanaan untuk pelaksanaan Program Dukungan Manajemen pada Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar
Rp6.257.988.000,00.

Sampai dengan Triwulan 1ll Tahun 2025, terdapat perubahan/revisi DIPA
sebanyak 8 kali dengan DIPA Revisi ke-8 pada tanggal 4 September 2025 sebesar
Rp619.491.789.000,00.

.2 METODE PENGUKURAN

Capaian kinerja Sekretariat Jenderal ditetapkan melalui metode perhitungan
yang mengacu pada sasaran program serta indikator kinerja kegiatan. Perhitungan
sasaran program ini dilakukan berdasarkan penjumlahan nilai masing-masing
indikator yang telah ditetapkan, di mana setiap indikator memiliki bobot penilaian

tersendiri yang tercantum pada Tabel Il. 3.

Tabel Il. 3 Metode Pengukuran Sasaran Program

gasaran Metode Perhitungan
rogram
Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:
1 | Tingkat Layanan Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama 10%
2 | Tingkat Layanan Pengelolaan dan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional 10%
serta Pengadministrasian Pegawai
Meningkatnya 3 | Tingkat Layanan Pengelolaan Keuangan dan BMN 10%
Kualitas 4 | Tingkat Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa 10%
Dukungan
Manajemen 5 | Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal 10%
Kementerian . . o
PKP 6 | Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum dan Advokasi Hukum 10%
7 | Tingkat Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik di Kementerian PKP 10%
8 | Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi 10%
9 | Tingkat Layanan Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian PKP 10%
10 | Tingkat Layanan Pengembangan Talenta ASN Kementerian PKP 10%

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Berikut ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur capaian
kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP yang didasarkan pada Kegiatan dan

Indikator Kinerja Kegiatan.
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Kegiatan 1 Perencanaan dan Kerja Sama.

Tabel Il. 4 Metode Pengukuran Kegiatan 1

Sasaran Strategis/Sasaran Target .
Program/Sasaran Kegiatan pattan Tahun 2025 LB R
SK-1 Meningkatnya layanan pengelolaan perencanaan dan Kerja Sama
Sub Tingkat layanan % 91,1 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | kepegawaian dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)
1 umum 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum
yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total
laporan yang wajib disusun (50%)
2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)
3. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja
(10%)
Sub Tingkat kualitas % 75 Dihitung dari tingkat kesesuaian antara pelaksanaan
Indikator- | perencanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana
2 pelaksanaan penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (bobot
anggaran 20%)
Sub Tingkat % 92,2 Dihitung dari penjumlahan indikator: (bobot 20%)
Indikator-| Penyelenggaraan 1. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan
3 Akuntabilitas Kinerja dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang
geﬂﬁet“te,“?n PKP, waijib diselesaikan (80%)
] gn;ee;rl',adan Biro 2. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP:
Perencanaan dan a) Kementerian (10%)
Kerja Sama b) Sekretariat Jenderal (5%)
c) Biro Perencanaan dan Kerja Sama (5%)
Sub Tingkat pelaporan % 100 Dihitung dari data pelaporan pemantauan berkala
Indikator- | pemantauan dan yang lengkap dan terkini (bobot 20%)
4 evaluasi yang
lengkap dan terkini
Sub Tingkat layanan % 100 Dihitung dari jumlah layanan kerja sama bidang PKP
Indikator- | kerja sama bidang yang berjalan dibagi dengan layanan kerja sama
5 PKP yang efektif bidang PKP yang direncanakan (bobot 30%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 2 Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai,

Tatalaksana.

Organisasi dan

Tabel Il. 5 Metode Pengukuran Kegiatan 2

Sasaran Strategis/Sasaran
Program/Sasaran Kegiatan

Target

Satuan .0 2025

Metode Perhitungan

Meningkatnya pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana

ghee Kementerian PKP
Sub Tingkat layanan % 85,1 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | kepegawaian dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)
1 umum

1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum
yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total
laporan yang wajib disusun (50%)

2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)

Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)

4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja

w
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Sasaran Strategis/Sasaran Target .
Program/Sasaran Kegiatan SELIED Tahun 2025 BT E P
(10%)
Sub Tingkat kualitas % 70 Laporan hasil survei layanan administrasi dan
Indikator- | layanan manajemen pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian
2 SDM Kementerian PKP (bobot 50%)
PKP
Sub Tingkat kesesuaian % 70 Dihitung dari penjumlahan indikator:
Indikator- | kelembagaan 1. Laporan hasil survei pegawai di lingkungan
3 Kementerian PKP untuk menilai efektivitas
organisasi dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi
(bobot 25%)
2. Laporan hasil survei layanan pengelolaan pejabat
fungsional bidang PKP terkait tingkat kualitas
pengelolaan jabatan fungsional (bobot 15%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 3 Pengelolaan Keuangan dan BMN.

Tabel Il. 6 Metode Pengukuran Kegiatan 3

Sasaran Strategis/Sasaran Satuan Target

Program/Sasaran Kegiatan Tahun 2025 L B [T

SK-3 Meningkatnya layanan pengelolaan Keuangan dan BMN

Sub Tingkat layanan % 85,1 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | kepegawaian dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)
1 umum satuan kerja 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum

yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total
laporan yang wajib disusun (50%)

2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)
3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)
4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja

(10%)
Sub Tingkat kualitas % 77,3 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | layanan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10 %)
2 perbendaharaan 1. Persentase Pejabat Perbendaharaan Tersertifikasi
dan PNBP (50%)

2. Persentase ketepatan waktu penyampaian LPJ
Bendahara (35%)

3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan
PNBP yg tepat waktu (15%)

Sub Tingkat kinerja % 88,2 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | pelaksanaan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)
3 anggaran 1. Nilai IKPA Sekretariat Jenderal berdasarkan
Kementerian aplikasi MONEV-PA (60%)

2. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan
nilai pagu minus di Kementerian (20%)

3. Persentase pembinaan kinerja pelaksanaan
anggaran di Kementerian (20%)
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Sasaran Strategis/Sasaran Target .
Program/Sasaran Kegiatan UL Tahun 2025 B FOT TR
Sub Tingkat kualitas % 88,9 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | laporan keuangan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%)
4 Kementerian 1. Kesesuaian dengan SAP berdasarkan hasil
pemantauan E-Rekon LK Unaudited (40%)
2. Kecukupan pengungkapan dalam LK berdasarkan
hasil telaah LK (40%)
3. Efektivitas SPI - Nilai PIPK Kementerian (20%)
Sub Tingkat kualitas % 92 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | laporan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)
S penyelenggaraan 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja
SPIP di lingkungan Setjen yang tepat waktu (60%)
2. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas
SPIP Setjen (20%)
3. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas
SPIP Setjen (20%)
Sub Persentase tindak % 98,9 Dihitung berdasarkan persentase jumlah rekomendasi
Indikator- | lanjut rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti
6 atas temuan LHP terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di
BPK-RI SIPTL BPK-RI (bobot 15 %)
Sub Tingkat efektivitas % 72,3 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | pengelolaan BMN pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%)
7 1. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen
dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN
(50%) yang dihitung berdasarkan:
a) Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
(40%)
b) Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%)
c) Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen
penyampaian Laporan Wasdal (30%)
2. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan
dan penghapusan BMN yang dihitung
berdasarkan (50%):
(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan
penghapusan BMN periode semester |l pada t-1
s.d. semester | pada t-0 yang ditindaklanjuti pada
t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan
permohonan pemindahtanganan dan
penghapusan BMN periode semester Il pada t-1
s.d. semester | pada t-0) x 100%
Sub Tingkat efektivitas % 66,7 Dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah
Indikator- | penatausahaan, ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total
8 pemanfaatan dan jumlah aset yang harus ditetapkan status
penertiban BMN penggunaannya (bobot 15%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029
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Kegiatan 4 Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi.

Tabel Il. 7 Metode Pengukuran Kegiatan 4

Sasaran Strategis/Sasaran Target

Satuan | .. in 2025

Metode Perhitungan

Program/Sasaran Kegiatan

SK-4 Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa

Sub Tingkat layanan % 85,1 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | kepegawaian dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)
1 umum 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum

yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total
laporan yang wajib disusun (50%)

2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)

3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)
4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja
(10%)
Sub Persentase % 100 Jumlah pelaksanaan tender dibagi jumlah permintaan
Indikator- | pelaksanaan tender (bobot 45%)
2 layanan tender
Sub Persentase % 100 Jumlah paket pengadaan konstruksi yang dilakukan
Indikator- | pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibagi dengan jumlah paket
3 monitoring dan pengadaan yang menjadi target monitoring dan
evaluasi paket evaluasi (bobot 45%)
pengadaan
konstruksi

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 5 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal.

Tabel Il. 8 Metode Pengukuran Kegiatan 5

Sasaran Strategis/Sasaran Target .
Program/Sasaran Kegiatan UL Tahun 2025 L G [T
SK-5 Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal
Sub Tingkat layanan % 85,1 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | kepegawaian dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)
1 umum 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum

yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total
laporan yang wajib disusun (50%)

2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)

3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)
4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja
(10%)
Sub Tingkat layanan % 85 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | kesehatan dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)
2 fasilitas 1. Persentase Pejabat Perbendaharaan Jumlah
penyelenggaraan perlengkapan P3K yang tersedia dibandingkan
urusan perkantoran, dengan perlengkapan P3K yang dibutuhkan (30%)

dan angkutan

sumber daya 2. Jumlah fasilitas urusan perkantoran yang terlayani

dibandingkan dengan target jumlah permintaan

manusia urusan perkantoran (30%)
3. Jumlah kendaraan dinas yang tersedia
dibandingkan dengan jumlah kendaraan dinas
yang dibutuhkan (40%)
Sub Tingkat kualitas % 85 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
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Sasaran Strategis/Sasaran Target .
Program/Sasaran Kegiatan UL Tahun 2025 B FOT TR
Indikator- | pemeliharaan dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)

3 pengelolaan utilitas, 1. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan
bangunan gedung, utilitas yang telah dilaksanakan dibandingkan
rumah jabatan, serta dengan target pemeliharaan dan pengelolaan
sarana dan utilitas (25%)
ﬁr%ii?gn:n 2. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan

Gedung Kantor Pusat yang telah dilaksanakan
dibandingkan dengan target pemeliharaan dan
pengelolaan Gedung Kantor Pusat (25%)

3. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan
Rumah Jabatan yang telah dilaksanakan
dibandingkan dengan target pemeliharaan dan
pengelolaan Rumah Jabatan (25%)

4. Jumlah laporan pemeliharaan sarana prasarana
Gedung Kantor yang telah dilaksanakan
dibandingkan dengan target pemeliharaan sarana
prasarana Gedung Kantor (25%)

Sub Tingkat kualitas % 84,2 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | pembinaan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)

4 keamanan dan 1. Persentase Gedung Kantor yang
ketertiban terpasang/terkelolanya CCTV dibandingkan
lingkungan dengan Target Gedung Kantor yang terpasang dan

terkelolanya CCTV (50%)

2. Persentase jumlah pengaduan terkait keamanan
dan ketertiban per Gedung Kantor yang
terselesaikan dibandingkan dengan total
keseluruhan pengaduan Per Gedung Kantor (50%)

Sub Tingkat Layanan % 85,1 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | tata usaha dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%)
S rumah tangga 1. Jumlah surat Menteri yang diproses dibandingkan
menzer! dan Wakil dengan total surat (30%)
enter 2. Jumlah usulan kebutuhan Menteri yang ditindak
lanjuti, dibandingkan dengan total usulan
kebutuhan Menteri (20%)

3. Jumlah surat Wakil Menteri yang diproses
dibandingkan dengan total surat (30%)

4. Jumlah usulan kebutuhan Wakil Menteri yang
ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total usulan
kebutuhan Wakil Menteri (20%)

Sub Tingkat Layanan % 65,4 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | tata usaha dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%)

6 rumah tangga 1. Jumlah surat Sekretaris Jenderal yang diproses

Sekretaris Jenderal, dibandingkan dengan total surat (30%)

Staf Ahli, dan Staf )

Khusus 2. Jumlah usulan kebutuhan Sekretaris Jenderal
yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total
usulan kebutuhan Sekretaris Jenderal (20%)

3. Jumlah surat Staf Ahli dan Staf Khusus yang
diproses dibandingkan dengan total surat (30%)

4. Jumlah usulan kebutuhan Staf Ahli dan Staf Khusus
yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total
usulan kebutuhan Staf Ahli dan Staf Khusus (20%)

Sub Tingkat layanan % 33,3 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | pembinaan dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%)
7 pengelolaan tata

naskah dinas,
persuratan,

1. Persentase tata naskah dinas Unor yang terbina
dan terkelola dibandingkan total seluruh tata
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Sasaran Strategis/Sasaran Target .
Program/Sasaran Kegiatan UL Tahun 2025 B FOT TR
kearsipan naskah dinas Unor (20%)
Kementerian, dan 2. Persentase persuratan Unor yang terbina dan
pengelolaan terkelola dibandingkan dengan total seluruh
Iégtatﬁusahaan BMN persuratan Unor (30%)
o mum 3. Persentase arsip Unor yang terbina dan terkelola
dibandingkan dengan total seluruh arsip unor
(30%)
4. Persentase ketatausahaan BMN Biro yang terbina
dan terkelola dibandingkan total seluruh
ketatausahaan BMN Biro (20%)
Sub Tingkat layanan % 100 Dihitung berdasarkan persentase terselenggaranya
Indikator- | fasilitas pembinaan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar
8 protokoler sesuai aturan dibandingkan dengan total seluruh
Kementerian acara yang diselenggarakan (bobot 15%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 6 Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta

Advokasi Hukum.

Tabel Il. 9 Metode Pengukuran Kegiatan 6

Sasaran Strategis/Sasaran Target .
Program/Sasaran Kegiatan UL Tahun 2025 L G [T
SK-6 |Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum yang progresif
Sub Tingkat layanan % 85,1 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | Kepegawaian dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)
1 Umum 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum
yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah
total laporan yang wajib disusun (50%)
2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)
3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja
(20%)
4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja
(10%)
Sub Tingkat efektivitas % 73,9 Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah
Indikator- | advokasi hukum perkara yang harus ditangani (bobot 20%)
2
Sub Tingkat efektivitas % 100 Jumlah usulan pertimbangan hukum yang
Indikator- | penyusunan terselesaikan dibagi dengan jumlah pertimbangan
3 pertimbangan hukum yang harus diselesaikan (bobot 20%)
hukum
Sub Tingkat efektivitas % 73,9 Jumlah produk hukum yang diproses legalisasinya
Indikator- | penyelesaian dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya
4 produk hukum diproses legalisasinya (dalam lIzin Prakarsa atau
proleg Kementerian PKP) (bobot 20%)
Sub Tingkat efektivitas % 73,9 Jumlah usulan perjanjian yang terselesaikan dibagi
Indikator- | penyusunan dengan jumlah perjanjian yang seharusnya
5 perjanjian diselesaikan (bobot 20%)
Sub Tingkat efektivitas % 25 Hasil survei persepsi pengguna terhadap kemudahan
Indikator- | penyebarluasan akses informasi hukum Kementerian PKP (bobot 10%)
6 produk hukum

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029
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Kegiatan 7 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik.

Tabel 1. 10 Metode Pengukuran Kegiatan 7

Sasaran Strategis/Sasaran Target .
Program/Sasaran Kegiatan UL Tahun 2025 L G [T
SK-7 Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Sub Tingkat layanan % 85,1 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | Kepegawaian dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)

1 Umum 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum
yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total
laporan yang wajib disusun (50%)

2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)
3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)
4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja
(10%)
Sub Tingkat sentimen % 71 Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral
Indikator- | positif pemberitaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di
2 Kementerian media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan
Perumahan dan (bobot 35%)
Kawasan
Permukiman
Sub Tingkat layanan % 100 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor sebagai
Indikator- | informasi berikut: (bobot 20%)

3 1. Jumlah Laporan penyelenggaraan hubungan antar
lembaga dibagi dengan jumlah total laporan yang
harus disusun

2. Jumlah bahan informasi pimpinan yang disediakan
dibagi dengan jumlah permintaan
3. Jumlah laporan kerja sama media dibagi dengan
jumlah total laporan yang harus disusun
Sub Tingkat pelayanan % 100 Persentase jumlah pelayanan publik yang
Indikator- | publik Kementerian ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik
4 Perumahan dan (bobot 35%)
Kawasan
Permukiman

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 8 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi.

Tabel Il. 11 Metode Pengukuran Kegiatan 8

Sasaran Strategis/Sasaran
Program/Sasaran Kegiatan

Satuan

Target
Tahun 2025

Metode Perhitungan

SK-8 Meningkatnya layanan pengelolaan data dan teknologi informasi
Sub Tingkat layanan % 85,1 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | kepegawaian dan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)
1 umum

1. Jumlah laporan terkait umum yang telah
diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan
yang waijib disusun (50%)

2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)

Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)

4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja
(10%)

w
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Sasaran Strategis/Sasaran Target .
Program/Sasaran Kegiatan UL Tahun 2025 B FOT TR
Sub Tingkat Layanan % 75 Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang
Indikator- | Manajemen Data Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap
2 Bidang Perumahan kebutuhan data (bobot 40%)
dan Kawasan
Permukiman
Sub Tingkat Layanan % 70 Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi yang
Indikator- | Pengembangan Dikembangkan (Website Kementerian PKP, MyPKP,
3 Sistem Informasi SIBARU, dll.) (bobot 20%)
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Sub Tingkat Layanan % 78 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | Pemeliharaan pembobotan sebagai berikut: (bobot 30%)
4 Infrastruktur ) 1. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Jaringan
'I};eknolotgl _'”fognlggs' Internet pada Kantor Pusat (10%)
ementerian 2. Persentase jumlah aplikasi yang sudah dilakukan
uji kerentanan dibandingkan total aplikasi (30%)
3. Persentase fasilitasi hosting server sistem
informasi dibandingkan total aplikasi (30%)
4. Jumlah Laporan Monitoring Keamanan Siber
(30%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 9 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

Tabel Il. 12 Metode Pengukuran Kegiatan 9

i Target
Sasaran StrateglsISas_aran Satuan g Metode Perhitungan
Program/Sasaran Kegiatan Tahun 2025
SK-9 |Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi
Sub Tingkat layanan % 100 Jumlah laporan terkait kepegawaian yang telah
Indikator- | kepegawaian diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang
1 waijib disusun (25%) (bobot 5%)
Sub Tingkat penyusunan| % 100 Jumlah MoU yang telah dilakukan dengan lembaga
Indikator- | MoU dengan dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP
2 lembaga dalam (bobot 25%)
rangka
pengembangan
kompetensi bidang
PKP
Sub Tingkat penyusunan| % 100 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | NSPK, kurikulum, pembobotan sebagai berikut: (bobot 30%)
3 dan modul 1. Jumlah NSPK yang telah disusun dibandingkan
EengeTbaf‘%?g dengan target penyusunan NSPK (30%)
P?(n;pe ensi bidang 2. Jumlah Kurikulum dan Modul Pelatihan yang
telah disusun dibandingkan dengan target
penyusunan kurikulum dan modul (70%)
Sub Tingkat layanan % 19,7 Jumlah ASN di Kementerian PKP yang dikembangkan
Indikator- | pendidikan dan kompetensinya tiap tahunnya dibandingkan dengan
4 pelatihan di target ASN yang akan dikembangkan kompetensinya
lingkungan (bobot 40%)
Kementerian PKP

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029
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Kegiatan 10 Penyelenggaraan Pengembangan Talenta.

Tabel ll. 13 Metode Pengukuran Kegiatan 10

Sasaran Strategis/Sasaran Target

SELIE]] Metode Perhitungan

Program/Sasaran Kegiatan Tahun 2025

SK-10 Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan talenta

Sub Tingkat layanan % 80,1 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | umum pembobotan sebagai berikut: (bobot 5%)
1 1. Jumlah laporan terkait umum yang telah

diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan
yang wajib disusun (25%)

2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)

3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)
4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja
(10%)
Sub Tingkat efektivitas % 100 Persentase NSPK bidang Manajemen Talenta yang
Indikator- | penyusunan NSPK telah disusun tepat waktu (bobot 25%)
2 Pengembangan
Talenta
Sub Tingkat layanan % 71,9 Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan
Indikator- | pengelolaan pembobotan sebagai berikut: (bobot 70%)
3 penilaian 1. Persentase ASN yang dinilai kompetensinya
kompetensi, dibandingkan dengan target ASN Kementerian
pemetaan karier, PKP yang akan dinilai kompetensinya (35%)

Eierl]r;rrjr‘laanajemen 2. Persentase ASN yang dipantau kinerjanya
dibandingkan dengan total ASN Kementerian PKP
(35%)
3. Persentase ASN yang dipetakan karirnya
dibandingkan dengan total ASN Kementerian PKP

(30%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029
.3 CAPAIAN TARGET TRIWULANAN

Capaian target triwulanan merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja
yang diukur secara periodik berdasarkan target yang telah ditetapkan pada
Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025 — 2029.
Pengukuran capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan
realisasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan
sesuai rencana. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah
dicapai, sekaligus menemukan deviasi atau kesenjangan yang terjadi. Dengan
demikian, capaian triwulan ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan,
penyusunan strategi perbaikan, serta memastikan ketercapaian sasaran tahunan

secara keseluruhan.
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Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2025, pelaksanaan anggaran Sekretariat
Jenderal sebesar 56,24% atau sebesar Rp348.420.371.848,00 dari pagu anggaran
pada DIPA Revisi ke-8 tanggal 4 September sebesar Rp619.491.789.000,00.

Berikut ini merupakan Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal
Kementerian PKP pada Triwulan |ll yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretaris Jenderal Tahun 2025.

Tabel Il. 14 Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP

SASARAN STRATEGIS
(IMPACT)/
PROGRAM SATUAN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)

TARGET PK CAPAIAN

H TWII | TWII TWI | TWII

UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT
JENDERAL

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya
Kualitas Dukungan Manajemen
Kementerian PKP

INDIKATOR KINERJA SASARAN
PROGRAM: Tingkat Kualitas

Dukungan Manajemen Kementerian
PKP

% 804 13,0 259 439 21,0 40,0 63,8

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025 dan Hasil Perhitungan

Berdasarkan tabel di atas, kemudian capaian target kinerja Sekretariat

Jenderal dijabarkan seperti pada Tabel 11.15.



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 111 2025 KEMEN

Tabel Il. 15 Penjabaran Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SATUAN TARGET PK CAPAIAN  KETERANGAN

LESR SUB INDIKATOR T 2025 TWI | TWH TWII TWI Wi Twn

| KEGIATAN 1: Perencanaan danKejasama | [ | [ | [ | | |

SASARAN KEGIATAN Meningkatnya layanan pengelolaan

perencanaan dan kerja sama
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan
pengelolaan perencanaan dan kerja sama

SUB INDIKATOR:

Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan
umum sampai dengan Triwulan Il (perhitungan
analisa jabatan Pejabat Fungsional, permohonan
kebutuhan ATK, koordinasi penyusunan SKP
internal Biro PKS, perhitungan uang makan dan
tunkin, perhitungan lembur pegawai, pengurusan
SPJ kegiatan/acara, pengurusan kenaikan
pangkat)

Pada Triwulan 1l (Juli-Agustus-September)
kesesuaian pelaksanaan anggaran mencapai
% 75 75 75 75 100 100 100 107,54% atau sebesar Rp187.382.723.294,00
dari rencana penarikan dana
Rp174.251.222.000,00

1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 91.1 11.39 22.78 34.16 46.43 62.76 80.71

Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan
anggaran

Tingkat Penyelenggaraan  Akuntabilitas

Kinerja Kementerian PKP, Sekretariat Telah tersusunnya Rencana Aksi Awal, Laporan

3 N . % 92.2 18.44 36.88 55.32 12.5 31.25 43.75 Kinerja Triwulan |, Laporan Kinerja Triwulan II,
Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja P
dan Laporan Kinerja Triwulan 111
Sama
Tingkat pelaporan pemantauan dan evaluasi Telah tersusunnya laporan pemantauan dan
4 gxat pe'ap P - % 100 25 50 75 25 50 75 evaluasi mingguan sampai dengan Triwulan Il
yang lengkap dan terkini .
(Januari s.d. September)
. . . Telah terlaksananya layanan kerja sama bidang
5 | Tingkat layanan kerja sama bidang PKP % 100 25 50 75 25 50 75 | PKP sampai dengan Triwulan Il (Januari s.d.
yang efektif
September)

PELAKSANA: Biro Perencanaan dan Kerja Sama
KEGIATAN 2: Pengelolaan dan Pengadministrasian
Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana

SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan
dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata
laksana Kementerian PKP

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan
pengelolaan pengadministrasian pegawai, organisasi
CELREIENELCEDE]

SUB INDIKATOR:
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KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
SUB INDIKATOR

TARGET PK

CAPAIAN

KEMEN

KETERANGAN

Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan
umum sampai dengan Triwulan Il
1. Pelaksanaan kelengkapan berkas
administrasi pembayaran Hak Pegawai
(uang makan, tunkin, lembur);
1 | Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 851 | 10.64 | 21.28 31.91 8.51 2553 | 51.06 | > ?::5:52%“236" RAB dan KAK Pagu Anggaran
3. Penyusunan SKP Internal Biro SDMO
Triwulan I11;
4. Pengumpulan  Bukti  Dukung  SPIP
Sekretariat Jenderal; dan
Penyusunan Peta Risiko dan Manajemen Risiko.
Tingkat kualitas layanan manajemen SDM Telah terlaksananya layanan manajemen SDM
2 . % 70 0 0 0 14 28 49 Kementerian PKP sampai dengan Triwulan Il
Kementerian PKP )
(Januari s.d. September)
1. Tersusunnya laporan usulan perubahan
substansi tugas dan fungsi level eselon 2
pada Permen PKP Nomor 1 Tahun 2024;
3 Tingkat kesesuaian kelembagaan % 70 0 0 0 8.75 245 45.5 dan
2. Telah terlaksananya layanan administrasi
dan konsultasi terkait pengelolaan Jabatan
Fungsional sampai dengan Triwulan Il
PELAKSANA: Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan
Tata Laksana
KEGIATAN 3: Pengelolaan Keuangan dan BMN
D OR R O
- O 40 0.0 0.0 8
SUB INDIKATOR:
Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan
umum sampai dengan Triwulan Il (perhitungan
analisa jabatan Pejabat Fungsional, permohonan
kebutuhan ATK, koordinasi penyusunan SKP Biro
1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 85.1 10.6 213 31.9 10.6 21.3 31.9 Keuangan dan BMN, perhitungan uang makan
dan tunkin, perhitungan lembur pegawai bulan
Juni s.d Agustus, pengurusan SPJ
kegiatan/perjalanan dinas, penyampaian usulan
pensiun pegawai)
Tingkat kualitas layanan perbendaharaan 1. Telah disampaikan Realisasi PNBP
2 dan PNBP % 77.3 9.7 19.3 29.0 50.0 80.5 92.7 bulan Juni dan Proyeksi PNBP bulan Juli
Kementerian PKP TA 2025, Realisasi
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KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
SUB INDIKATOR

SATUAN

2025 TW I TWII

TARGET PK

TW I

A TWII

CAPAIAN

TW I

KEMEN

KETERANGAN

PNBP bulan Juli dan Proyeksi PNBP bulan
Agustus Kementerian PKP TA 2025 dan
Realisasi PNBP bulan Agustus dan
Proyeksi PNBP  bulan  September
Kementerian PKP TA 2025;

2. Penyampaian Draf Surat Penyampaian
Monitoring Pejabat Perbendaharaan
Tersertifikasi dan Instruksi Percepatan
Mengikuti Sertifikasi Kompetensi untuk
Pejabat Perbendaharaan yang Belum
Tersertifikasi

Telah tersusun Laporan Monev IKPA Triwulan [lI
dan telah terlaporkannya Capaian Output seluruh
Satker di lingkungan Kementerian PKP serta

SPIP

3 ;rﬂtitteri::\nerja pelaksanaan  anggaran % 88.2 60.4 66.4 86.4 65.0 76.5 96.8 proses penyiapan bahan Focus Group Discussion
(FGD)Peningkatan Kualitas Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun Anggaran 2025
Telah tersusun Laporan Keuangan Semester |
Eks Ditien Perumahan TA 2025, Laporan
Tingkat kualitas laporan keuangan Keuangan Semester | Tingkat Unit Eselon |
4 Kementerian % 88.9 178 35.6 53.3 45.0 60.0 68.0 Sekjen Kementerian PKP TA 2025, Laporan
Keuangan Semester | Tingkat Pengguna Barang
Kementerian PKP TA 2025
Telah terselenggaranya kegiatan yang berkaitan
dengan SPIP di antaranya:
1. Pengisian Kertas Kerja PM SPIP
tingkat Sekjen
2. Persiapan Pelaksanaan Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Terintegrasi  Sekretariat  Jenderal
5 Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan % 92.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 Tahun 2025

4. Penyampaian Usulan Nama Calon
Anggota Tim Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP di lingkungan
Kementerian PKP Tahun 2025

5. Pembentukan Tim PM Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Kementerian yang disahkan dalam SK
Sekjen No. 226 Tahun 2025

6. Terselenggaranya Rapat konsolidasi
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KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/

SATUAN

TARGET PK

CAPAIAN

KEMEN

KETERANGAN

SUB INDIKATOR

aan Jasa Konstruksi

PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi dan Peningkatan Efektivitas
Penyelenggaraan Manajemen Risiko di
Lingkungan Sekretaris Jenderal
Menghadiri Rapat pembahasan SPIP unit
organisasi lain seperti Itjen, Ditjen Kawasan
Perdesaan dan Ditjen TKPR
Telah dilakukan tindak lanjut rekomendasi atas
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Rl Semester Il
Tahun 2024 (LHP LK 2024, LHP BA BUN dan
Persentase tindak lanjut rekomendasi atas o LHF LOAN “.BRD NO'.897.9-ID CSRRP). T!ndak
6 temuan LHP BPK-RI % 98.9 0.0 0.0 49.5 0.0 0.0 72.7 lanjut 60 Hari, telah diterbitkan Instruksi Tindak
Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI oleh Sekretaris Jenderal Kementerian
PKP dan menyampaikan dokumen tindak lanjut
melalui SIPTL BPK RI
1. Telah tersusun Laporan Barang Pengguna
Semester | Tingkat Eselon | Ditjen
Perumahan TA 2025, Laporan Barang
Pengguna Semester | Tingkat Unit Eselon |
Sekjen Kementerian PKP TA 2025,
Laporan Barang Pengguna Semester |
Tingkat Pengguna Barang Kementerian
PKP TA 2025;
7 | Tingkat efektivitas pengelolaan BMN % 723 | 1841 36.2 54.2 58.0 65.0 g4o | 2 Telah disusun Laporan Pengawasan dan
Pengendalian Semester | Ditjen
Perumahan TA 2025, Laporan
Pengawasan dan Pengendalian Semester |
Sekretariat Jenderal Kementerian PKP dan
Laporan Pengawasan dan Pengendalian
Semester | Kementerian PKP; dan
3. Telah disusun Laporan Progres Serah
Terima BMN eks Ditien Perumahan
Triwulan [lI
) . Usulan Penerbitan Surat Keterangan BMN yang
8 :L"rg:::aatanzf::t;;'::ﬁban g‘;‘:ta”sahaa"’ % 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | belum dilakukan PSP kepada Kementerian PU
selaku Kementerian Pengampu
PELAKSANA: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
KEGIATAN 4: Pembinaan Pengad
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KEGIATAN

pengadaan

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
SUB INDIKATOR
barang dan jasa

SATUAN

TARGET PK

TWII

CAPAIAN

KEMEN

KETERANGAN

SUB INDIKATOR:
1. Telah terlaksananya layanan kepegawaian
dan umum sampai dengan Triwulan I
(permohonan kebutuhan ATK, perhitungan
uang makan dan tunkin, perhitungan
lembur pegawai, dan pengurusan SPJ
kegiatan/acara);
2. Penyerapan anggaran mencapai +41% dari
1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 85.1 10.64 21.28 70.00 15.00 22.68 71.59 pagu awal vyaitu Rp114.116.166 dari
Rp349.200.000;
3. Telah tersusunnya Rencana Aksi Awal,
Laporan Kinerja Triwulan |, Laporan Kinerja
Triwulan Il, dan Laporan Kinerja Triwulan
11l; dan
4. Telah tersampaikannya komitmen
manajemen risiko Biro PBJ
2 | Persentase pelaksanaan layanan tender % 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | “umiah layanan permintaan dari pemohon untuk
pelaksanaan tender
Persentase pelaksanaan monitoring dan Paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Non
3 X . % 100 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 | Konstruksi yang melalui UKPBJ telah
evaluasi paket pengadaan konstruksi L
termonitoring 100%
PELAKSANA: Biro Pengadaan Barang dan Jasa
KEGIATAN 5: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
D . OR R : 2 A g G g Q Q 0O
SUB INDIKATOR:
Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan
umum di Triwulan Il dengan tercapainya target
output layanan berupa:
1. 3 (tiga) Dokumen pendukung Tukin dan
administrasi lembur ASN Biro Umum
periode Juli, Agustus, dan September 2025
1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 85.1 10.64 10.64 31.91 10.64 21.28 31.92 2. 2 (dua) dokumen terkait Layanan data dan

informasi Biro Umum
3. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan Il
Biro Umum
4. Satu (1) Nota Dinas Kegiatan SPIP yang
diikuti Biro Umum
5. Satu (1) Nota

Dinas Penyampaian
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KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
SUB INDIKATOR

SATUAN

2025 TW I TWII

TARGET PK

TW I

A TWII TW I

CAPAIAN

KEMEN

KETERANGAN

Komitmen Manajemen Risiko Biro Umum
Laporan BMN Triwulan Il Satker Sekretariat
Jenderal

Tingkat layanan kesehatan dan fasilitas
penyelenggaraan urusan perkantoran, dan
angkutan sumber daya manusia

%

85

21.25

21.25

63.75

21.25

42.50

63.75

Telah terlaksananya layanan kesehatan dan
fasilitas penyelenggaraan urusan perkantoran,
dan angkutan sumber daya manusia di Triwulan I
dengan tercapainya target output layanan berupa:
1. 7 (tujuh) set perlengkapan P3K untuk
mendukung layanan  kesehatan  di
lingkungan Sekretariat Jenderal
2. 67 (enam puluh tujuh) dokumen serah
terima barang persediaan habis pakai
sesuai dengan kebutuhan melalui surat
permintaan Unit Kerja di lingkungan
Sekretariat Jenderal
1 (satu) dokumen rekapitulasi KDO dan KDJ di
lingkungan Kantor Pusat, Balai, dan Satuan Kerja
(166 unit: 41 unit BMN, 46 unit sewa lanjutan, dan
79 unit sewa baru)

Tingkat kualitas pemeliharaan dan
pengelolaan utilitas, bangunan gedung,
rumah jabatan, serta sarana dan prasarana
lingkungan

%

85

21.25

21.25

63.75

21.25

42.50

63.75

Telah terlaksananya layanan pemeliharaan dan

pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah

jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan

di Triwulan Il dengan tercapainya target output

layanan berupa:

1. 23 (dua puluh tiga) laporan pemeliharaan
dan pengelolaan utilitas di lingkungan
Sekretariat Jenderal

2. 5 (lima) dokumen perjanjian pinjam pakai
dan peminjaman sementara BMN untuk
lokasi kantor pusat

15 (lima belas) paket pengadaan langsung

pekerjaan renovasi sarana dan prasarana di

lingkungan Sekretariat Jenderal

Tingkat kualitas pembinaan keamanan dan
ketertiban lingkungan

%

84.2

21.05

21.05

63.15

21.05

42.10

63.15

Telah  terlaksananya layanan  pembinaan

keamanan dan ketertiban lingkungan di Triwulan

Il dengan tercapainya target output layanan

berupa:

1. 1 (satu) dokumen jadwal piket satuan
pengamanan periode Juli-September 2025

2. 1 (satu) laporan dokumentasi kegiatan
patroli di lingkungan kemenpkp

3. 1 (satu) dokumen rekapitulasi pemasangan
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SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ TARGET PK CAPAIAN KETERANGAN

KEGIATAN SATUAN

SUB INDIKATOR 2025 TW I TWII A TWII

CCTV di lingkungan kemenpkp
1 (satu) laporan pelaksanaan layanan keamanan
Triwulan 1l
Telah tersusunnya laporan Layanan Tata Usaha
dan Rumah Tangga Menteri dan Wakil Menteri
Tingkat layanan tata usaha dan rumah Triwulan Il bulan Juli s.d. September: Capaian
5 tangga Menteri dan Wakil Menteri % 85.1 21.28 19.59 63.83 19.59 39.50 60.33 | 60,33% dihitung dari realisasi tindak lanjut surat
Menteri, realisasi kebutuhan Menteri, realisasi
tindak lanjut surat Wakil Menteri, realisasi
kebutuhan Wakil Menteri
Telah tersusunnya laporan Layanan Tata Usaha
dan Rumah Tangga Sekretaris Jenderal, Staf Ahli
Tingkat layanan tata usaha dan rumah dan Staf Khusus .Triwulan 1} bul'ar.1 Juli s.d.'
6 |tangga Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan % 654 | 16.35 | 15.04 49.05 2354 | 4413 | ee.o3 | Soptember Capaian 6693% dihitung dari
Staf Khusus realisasi tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal,
realisasi kebutuhan Sekretaris Jenderal, realisasi
tindak lanjut surat Staf Ahli dan Staf Khusus,
realisasi kebutuhan Staf Ahli dan Staf Khusus
Telah terlaksananya layanan pembinaan dan
pengelolaan tata naskah dinas, persuratan, dan
kearsipan  Kementerian, dan pengelolaan
ketatausahaan BMN Biro Umum di Triwulan Il
dengan tercapainya target output layanan berupa:
Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan K Zierizz r?neansji:jnlir:] pigﬁz:da}z:qe?]&;;::
tata naskah dinas, persuratan, kearsipan o .
7 Kementerian, dan pengelolaan % 33.3 8.33 8.33 24,98 8.33 16.66 24.99 Perumahan dan Kawa§an .Permuklman.
ketatausahaan BMN Biro Umum 2. Melaksanakan koordinasi dengan ANRI
terkait pembuatan instrumen kearsipan
tentang Tata Naskah Dinas.
3. Melaksanakan sosialisasi terkait Tata
Naskah Dinas, Persuratan, dan Kearsipan
di lingkungan Kementerian PKP.
Melaksanakan penatausahaan BMN Biro Umum
Tingkat layanan fasilitas pembinaan Telah tersusunnya laporan Layanan Protokoler
8 protokoler Kementerian % 100 25.00 25.00 75.00 25.00 50.00 75.00 untuk kegiatan Pimpinan selama bulan Juli s.d.
September
PELAKSANA: Biro Umum
KEGIATAN 6: Pembentukan dan Evaluasi Peraturan
Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum
4
r ¥ a
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ASARA ATAN (OUTP AR 5 APAIA =
ALE B D ATOR - " 0
SUB INDIKATOR:
Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan
umum sampai dengan Triwulan Il (perhitungan
1 | Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 851 | 10.64 | 21.28 31.91 1064 | 2128 | 3191 |Uang makan dan tunkin, perhitungan lembur
pegawai bulan Juli s.d September, permohonan
kebutuhan ATK, permohonan peminjaman ruang
rapat)
Telah berjalannya pendampingan advokasi
hukum di lingkungan Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman pada triwulan 111
1.  Pendampingan Perkara Perdata No.
71/Pdt.G/2025/PN.Unr antara Aslina
melawan Notaris Dian Marhendrawati,
S.H., M.Kn. Dkk dan PT. Bank Tabungan
Negara (persero) Tbk cq PT. Bank
Tabungan Negara;
- - . o 2. Permohonan Uji Materi Materiil No. 43
2 Tingkat efektivitas advokasi hukum % 73.9 22.00 44.00 66.00 44.44 44.44 77.78 P/HUM/2025 dengan dengan Objek
Permohonan: Lampiran Peraturan Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman No.
5 Tahun 2025 tentang Besaran
Penghasilan dan Kriteria Masyarakat
Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan
Kemudahan Pembangunan dan Perolehan
Rumah
Sengketa Informasi Publik No. 049/VII/KI-
Prov.Jatim-PS/2025
Telah tersusunnya 9 pertimbangan hukum pada
Triwulan I, sebagai berikut:
1.  Telaah Hukum terkait Klarifikasi dan
Konfirmasi  Teknis atas Pelaksanaan
Proyek Jembatan Pandansimo (Ruas
Congot-Ngremang) PPK 1.4 D.LY;
3 Tinqkat efektivitas penyusunan % 100 25.00 50.00 75.00 100 100 100 2. Telaah Hukum .terkait Pengaduan
pertimbangan hukum Permohonan  Permintaan Data dan
Dokumen  Pendukung untuk Panitia
Musyawarah P3SRS Campuran Tamansari
Hive dan Tanggapan atas Somasi ke-4
kepada PT. Wijaya Karya Realty oleh
Komite Kondotel The Hive Tamansari;
3. Telaahan hukum terkait Sinergi
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KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/

SUB INDIKATOR

2025

TARGET PK

TWII

TW I

CAPAIAN

KEMEN

KETERANGAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Mikro
Perumahan Bagi Masyarakat;

4. Telaahan Hukum terkait MYC yahukimo
jayawijaya;

5. Telaahan Hukum terkait MYC panca setya;

6. Telaahan hukum terkait MYC rekom papua
(DOBY);

7. Telaahan hukum terkait MYC Perkotaan
Baru;

8.  Telaahan hukum terkait MYC IKN MK HVT;

Telaahan hukum terkait MYC Reguler perkotaan.

Telah terlaksanakanya penyelesaian produk
hukum di triwulan Il yang terdiri dari:
1. 6 Peraturan Menteri
2. 4 SK Menteri (Satgas BSPS,
Pendelegasian Wewenang dan Fungsi
Tertentu, Besaran Nilai Stimulan
4 Tingkat efektivitas penyelesaian produk % 73.9 14.55 33.03 51.50 14.55 40.00 92.73 Pe.rur.nahan .Swac.iay.a Anggaran 2025,
hukum Kriteria penerima jenis rumah dan bentuk
rumah dalam pelaksanaan KPP)
3. 2 SE Sekretariat Jenderal (Standar
Pelayanan Publik Terpadu, Pengelolaan
Kinerja Pegawai ASN)
4. 15 SE Dirjen/Irjien
2 SK Dirjen/Irjen
Telah tersusunnya 11 Nota Kesepahaman dan 2
Perjanjian Kerja Sama pada Triwulan lll, sebagai
berikut:
1.  Nota Kesepahaman antara Kementerian
PKP, Badan Pusat Statistik, Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tentang
Sinergi  Penyelenggaraan Tugas dan
5 Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian % 73.9 9.76 28.24 46.71 9.76 53.66 87.80 Fungsi serta Penyediaan dan

Pemutakhiran Data dan/atau Informasi
Statistik dalam rangka Penyelenggaraan
Perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;

2. Nota Kesepahaman antara Kementerian
PKP, BP Tapera, dan BNI tentang
Komitmen Dukungan Program Pembiayaan
Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas
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SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ TARGET PK CAPAIAN KETERANGAN

KEGIATAN SATUAN

SUB INDIKATOR 2025 TW I TWII TW I A TWII TWIII

Likuiditas Pembiayaan Perumahan;

3. Nota Kesepahaman antara Kementerian
PKP, BPS, dan MUI tentang Penyediaan
dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi

Statistik serta Penyelenggaraan
Perumahan bagi Dai, Guru Ngaji, Aktivis
Islam, dan Pegawai Organisasi

Kemasyarakatan Islam di Lingkungan MUI;

4. Nota Kesepahaman antara Kementerian
PKP, BP Tapera, dan BRI tentang
Komitmen Dukungan Program Pembiayaan
Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan;

5. Nota Kesepahaman antara Kementerian
PKP, Badan Pusat Statistik, dan injourney
tentang Penyediaan dan Pemutakhiran
Data dan/atau Informasi Statistik Karyawan
Grup PT Aviasi Pariwisata Indonesia
(Persero) dalam rangka Penyelenggaran
Perumahan bagi Karyawan Grup PT Aviasi
Pariwisata Indonesia (Persero);

6. Nota Kesepahaman antara Kementerian
PKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang
Kolaborasi dan Sinergi Tugas dan Fungsi
dalam Pengadaan Barang/Jasa di Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

7. Nota Kesepahaman antara Kementerian
PKP, PT. Sarana Multigriya Finansial, dan
PT. Permodalan Nasional Madani tentang
Sinergi  Penyelenggaraan  Pembiayaan
Mikro Perumahan bagi Masyarakat;

8. Nota Kesepahaman antara Kementerian
PKP, kemenp2mi, dan BPS tentang
Penyediaan dan Pemutakhiran Data
dan/atau Informasi Statistik Pekerja Migran
Indonesia dalam Rangka Penyelenggaraan
Perumahan bagi Pekerja Migran Indonesia;

9. Nota Kesepahaman antara Kementerian
PKP dan Kementerian Hukum Kolaborasi
dan Sinergi Tugas dan Fungsi;

10. Nota Kesepahaman antara Kementerian
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KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ TARGET PK CAPAIAN KETERANGAN

SUB INDIKATOR 2025 TWI TWII TW I A TWII TWIII

PKP, Badan Pusat Statistik, Pemerintah
Provinsi Maluku, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di  Maluku tentang
Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran
Data dan/atau Informasi Statistik serta
Penyelenggaraan Perumahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi
Maluku;
Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP dan
Kejaksaan tentang Kerja Sama Dalam Rangka
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi; dan 1. Perjanjian
Kerja Sama antara Bank BTN dengan
Kementerian PKP tentang Program Bale Solusi;
dan 2. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian
PKP dan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPS
tentang Dukungan Program Kepemilikan Rumah
Layak Huni Melalui Program Pembiayaan
TAPERA dan Kredit Kepemilikan Rumah
Sejahtera
Survei persepsi pengguna terhadap kemudahan
% 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 akses informasi hukum Kementerian PKP akan
dilaksanakan pada TW IV

Tingkat efektivitas penyebarluasan produk
hukum

PELAKSANA: Biro Hukum

KEGIATAN 7: Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi
Publik

SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya penyelenggaraan
komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat
penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman

SUB INDIKATOR:

Terlaksananya layanan kepegawaian dan umum

berupa:
1. Dokumen pendukung perhitungan
tunjangan kinerja dan uang makan;
1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 85.1 10.64 21.28 31.91 12.50 25.00 37.50 2. Penyampaian kebutuhan ATK dan

perlengkapan kerja;

3.  Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III;

4. Penyampaian  dukungan  administrasi
umum dan layanan rutin.
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SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ TARGET PK CAPAIAN KETERANGAN

KEGIATAN SATUAN

SUB INDIKATOR TW I

Adapun bobot penilaian berikut:

1. Nilai Implementasi AKIP;

2. Nilai Kinerja Anggaran;

3.  Efektivitas Manajemen Risiko;

Survei akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Terlaksananya pengelolaan pemberitaan
Kementerian PKP pada Triwulan lll, dengan
capaian sentimen sebesar 93%, yaitu 67% positif
dan 26% netral, berdasarkan total 12.947 berita
relevan yang dianalisis dari berbagai kanal
publikasi.

Terlaksananya pelayanan publik pada Triwulan IlI
dengan penyampaian laporan pelayanan publik,
pemutakhiran data, serta tindak lanjut seluruh

Tingkat sentimen positif pemberitaan
2 Kementerian Perumahan dan Kawasan % 71 60.00 63.00 67.00 91.00 88.00 95.00
Permukiman

Tingkat pelayanan publik Kementerian

3 Perumahan dan Kawasan Permukiman % 100 0.00 35.00 70.00 0.00 50.00 75.00 pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, sehingga
seluruh  permohonan layanan publik dapat
ditindaklanjuti secara tepat.

Terlaksananya layanan informasi  melalui

4 | Tingkat layanan informasi % 100 0.00 35.00 70.00 0.00 | 100.00 | 100.00 |Pevediaan  bahan informasi pimpinan,
penyusunan laporan hubungan antar lembaga,
dan pelaporan kerja sama media.

PELAKSANA: Biro Komunikasi Publik
KEGIATAN 8: Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
) O 010Q O
) OR R 0 .
Pengelolaa Data da e 010Q O : - = : e
SUB INDIKATOR:

Terlaksananya layanan kepegawaian dan umum

sampai dengan Triwulan Il berupa:

1. Dokumen pendukung perhitungan
tunjangan kinerja, uang makan, dan
lembur;

2. Penyusunan dokumen SPJ kegiatan

1 Tingkat layanan kepegawaian dan umum % 85.1 10.64 21.28 31.91 10.64 21.28 31.91 swakelola;

3. Penyampaian  kebutuhan ATK dan
perlengkapan Pusdatin;

4. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan Ill;

5. Laporan Kegiatan Sosialiasi eoffice dan
Presensi di Kementerian PKP;

6. Penyampaian Komitmen Manajemen
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KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/

SUB INDIKATOR

SATUAN

TARGET PK

CAPAIAN

KEMEN

KETERANGAN

TW I
Risiko Pusat Data dan Informasi;
7. Penyampaian RKA/KL Pagu Anggaran
Pusdatin TA. 2026
Penyampaian laporan integrasi eoffice
Kementerian PKP dengan sistem elektronik
BSSN untuk implementasi sertifikat elektronik.

Tersedianya data dan informasi  bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan
1[R

Teknologi Informasi Kementerian PKP

1. DTSEN - Backlog 1;
2. DTSEN - Backlog 2;
3. Progres FLPP Tahun 2025;
4.  PBG Perorangan dan Fungsi Hunian;
5. Capaian Rumah Susun;
6. Capaian Rumah Khusus;
2 Tingkat Layanan Manajemen De_:ta Bidang % 75 18.75 37.50 56.25 19.44 43.05 66.67 7. Capa?an BSP'S;
Perumahan dan Kawasan Permukiman 8. Capaian PSU;
9. Capaian CSR Bidang PKP;
10. Pembangunan Baru dan PK dengan dana
APBD Prov;
11. Pembangunan Baru dan PK dengan dana
APBD Kab/Kota;
12. PPNDTP;
13. Pembiayaan Mikro;
Pemutakhiran data Calon Penerima Bantuan
BSPS Tahun 2025 ke DTSEN.
Tingkat Layanan Pengembangan Sistem Kegiatan survey tingkat kepuasan pengguna
3 Informasi  Perumahan dan  Kawasan % 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sistem Informasi yang dikembangkan akan
Permukiman dilaksanakan pada triwulan IV
Perhitungan dari penjumlahan indikator tingkat
4 Tingkat Layanan Pemeliharaan Infrastruktur % 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 layanan pemeliharaan infrastruktur teknologi

informasi Kementerian PKP akan dilaksanakan
pada triwulan 1V

PELAKSANA: Pusat Data dan Informasi

KEGIATAN 9: Penyelenggaraan
Kompetensi

SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengelolaan
pengembangan kompetensi

Pengembangan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat
pengembangan kompetensi ASN Kementerian PKP

[EVELED]

SUB INDIKATOR:

1 | Tingkat layanan kepegawaian

100

25

50

75

25

50

75 Terlaksananya

layanan kepegawaian sampai
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SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/

KEGIATAN SUB INDIKATOR

TARGET PK

CAPAIAN

KEMEN

KETERANGAN

dengan Triwulan Il berupa:

1. Laporan Kepegawaian

2. Dokumen Penyampaian Jam Kerja Pusat
Pengembangan SDM

3. Dokumen Pembinaan Pegawai di
Kementerian PKP

Dokumen penempatan pegawai Pusat

Pengembangan SDM

Tingkat penyusunan MoU dengan lembaga

1. Telah terlaksananya penandatanganan
PKS antara PPSDM dengan LAN.

2. Dilaksanakan penyusunan PKS antara
PPSDM Kementerian PKP dengan BPSDM

2 dalam rangka pengembangan kompetensi % 100 25 50 75 25 50 75
bidang PKP PU.
3. Telah tersusun draft PKS dengan ANRI
terkait Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip
Dinamis.
1. Telah dilaksanakan penyempurnaan draft
Rapermen berdasarkan koordinasi dengan
Tingkat penyusunan NSPK, kurikulum, dan LAN terkait penerapan Corpu.
3 modul pengembangan kompetensi bidang % 100 10 25 50 10 25 31 2. Telah dilaksanakan review modul pelatihan
PKP bidang PKP.
3. Telah dilaksanakan pembahasan/review
modul Penyelenggaraan BSPS.
. - . . Telah terlaksana layanan pendidikan dan
4 | Tingkat layanan pendidikan dan pelatihan di % 197 | 493 9.85 14.78 44.86 | 124.95 | 209.14 | pelatihan denga jumlah 1.708 ASN Kementerian
lingkungan Kementerian PKP .
PKP sebagai peserta
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia
KEGIATAN 10: Penyelenggaraan Pengembangan Talenta
DIKATOR RJA ATA g
- o y 9 b 0.0 0
SUB INDIKATOR:
Terlaksananya layanan umum sampai dengan
Triwulan Il berupa:
1. Dokumen pendukung perhitungan
1 | Tingkat layanan umum % 80.1 5.01 10.01 15.02 4.01 8.01 14.69 tunjangan kinerja dan uang makan;

2. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III.

3. Dokumen Manajemen Risiko Pusat
Pengembangan SDM

4.  Kelengkapan Dokumen pendukung SPIP
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KEGIATAN

SUB INDIKATOR

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/

TARGET PK

TWII

CAPAIAN

KEMEN

KETERANGAN

Dokumen permohonan kebutuhan ATK

Tingkat efektivitas penyusunan

NSPK

Telah tersusun secara lengkap Draft Keputusan
Menteri tentang Pola Karier ASN di Lingkungan
kemenpkp mencakup kerangka kebijakan pola
karier yang komprehensif, meliputi  alur

Manusia

2 Pengembangan Talenta % 100 2 50 75 2 S0 75 pengembangan karier, prinsip mobilitas talenta,
penguatan  kompetensi, serta mekanisme

monitoring dan evaluasi penerapan pola karier di

lingkungan organisasi

1. Rapat pembahasan uji kompetensi
gelombang ii

2. Pemantauan kinerja seluruh asn di
kementerian perumahan dan kawasan

. o permukiman (pusat dan bp3kp);
Tingkat layanan pengelolaan ~penilaian Pemenuhan rencana hasil kerja, realisasi
3 kompetensi, pemetaan karier, dan % 71.9 0 25.17 31.46 0 17.62 45.49 . AR
. Lo bukti dukung dan evaluasi kinerja; dan
manajemen kinerja i
Penyampaian surat penyusunan batas
penilaian skp untuk triwulan i-iii.

3. Pemetaan pegawai struktural di lingkungan
kementerian perumahan dan kawasan
permukiman

PELAKSANA: Pusat Pengembangan Sumber Daya

Sumber: Rencana Aksi Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dan Hasil Perhitungan
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4 PERMASALAHAN/FAKTOR KEBERHASILAN

Pada pelaksanaan program dan kegiatan selama triwulan ini, terdapat
sejumlah permasalahan yang memengaruhi pencapaian target kinerja. Beberapa
permasalahan yang muncul perlu segera ditindaklanjuti, sementara potensi yang
muncul dapat dimanfaatkan untuk mendorong kinerja pada triwulan berikutnya.
Adapun permasalahan dan potensi pada Sasaran Program (SP): Meningkatnya
Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP yang teridentifikasi pada triwulan

ini adalah sebagai berikut:

a. Belum terpenuhinya SDM pada BP3KP dan Satker di Provinsi sesuai dengan
kebutuhan;

b. Belum terbentuknya Pejabat Inti Satuan Kerja di Ditjen Kawasan Permukiman;

c. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi terintegrasi di Kementerian PKP;
dan

d. Belum adanya pengalihan status aset Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR ke

Kementerian PKP.
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BAB Il PENUTUP

.1 KESIMPULAN

Pada Triwulan Ill, capaian kinerja Sekretariat Jenderal menunjukkan hasil
yang signifikan, yaitu sebesar 63,8% dari target triwulanan sebesar 43,9%. Dengan
demikian, tingkat realisasi capaian pada Triwulan Ill mencapai 145% terhadap target
yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program
dan kegiatan pada periode Triwulan Il ini berjalan lebih cepat dari target yang telah

yang ditetapkan pada Rencana Aksi Sekretariat Jenderal Tahun 2025.

.2 PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja, penyusunan rencana tindak
lanjut merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa berbagai
permasalahan yang teridentifikasi pada triwulan ini dapat ditangani secara sistematis
dan berkelanjutan. Rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil analisis atas
capaian target kinerja serta kendala yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program
dan kegiatan pada triwulan berikutnya yang disajikan secara rinci dari masing-
masing sasaran program untuk mendorong peningkatan kinerja secara menyeluruh

pada .

Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Sasaran Program
(SP): Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP disajikan
pada Tabel lll.1.
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Triwulan Sebelumnya (TW II) Triwulan Il

Tabel lll. 1 Rencana Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Il

KEMEN

Pejabat Inti Satuan Kerja di
setiap wilayah

Pengangkatan KPA/B dan Pejabat

Perbendaharaan Satker di

Lingkungan Kementerian PKP

dengan rincian sebagai berikut:

¢ 06/KPTS/Dk/2025 tentang
Pengangkatan KPA/B dan
Pejabat Perbendaharaan Satker
di Lingkungan Ditjen Perkotaan

o 06/KPTS/Dk/2025
tentang
Pengangkatan KPA/B
dan Pejabat
Perbendaharaan
Satker di Lingkungan
Ditjen Perkotaan
Kementerian PKP

Pejabat Inti Satuan Kerja di
Ditien Kawasan
Permukiman

No Permasalahan UeELS Lo [y ] No Permasalahan UekLE
Rencana Tindak Lanjut Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut
(1) @) 3) (4) (5)
1 |Belum seimbangnya Telah dimulainya OJT CPNS untuk | Terbitnya surat
jumlah SDM dengan beban | membantu pemenuhan kebutuhan |Pengumuman Kepala
kerja di Kementerian PKP | pegawai melalui Pengumuman Biro SDM dan Ortala
Sekretaris Jenderal tentang Lapor | Nomor
Diri, Orientasi Tugas dan OJT 01/PENG/Sp/2025
CPNS Kementerian PKP Formasi |tentang Lapor Diri,
Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2025 | Orientasi Tugas dan
OJT CPNS
Kementerian PKP
Formasi Tahun 2024
2 |Belum optimalnya CPNS Penyelenggaraan On Job Training | Telah terbitnya 1 |Belum terpenuhinya SDM | Pendistribusian CPNS
dalam menjalankan tugas |dan Latihan Dasar sesuai Keputusan Kepala Biro pada BP3KP dan Satker di |melalui On the Job
dan fungsi sesuai penempatan CPNS SDM dan Ortala Nomor Provinsi sesuai dengan Training tahap Il pada
penempatan di 50/KPTS/Sp/2025 kebutuhan BP3KP dan Satker PKP
Kementerian PKP tanggal 1 Juni 2025 hal
hal Penempatan On
The Job Training Calon
Pegawai Negeri Sipil
Formasi Tahun 2024 di
Kementerian
Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
3 |Belum terbentuknya Terbitnya Surat Keputusan tentang | Telah terbitnya surat: 2 | Belum terbentuknya Terbitnya Surat

Keputusan tentang
KPA/B dan Pejabat
Perbendaharaan Satker
di Lingkungan
Kementerian PKP, yaitu
150/KPTS/Dp/2025
tentang Pengangkatan
KPA/B dan Pejabat
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Triwulan Sebelumnya (TW II) Triwulan Il

No Permasalahan

Tindak Lanjut/
Rencana Tindak Lanjut

Bukti
Tindak Lanjut

No

Permasalahan

KEMEN

Tindak Lanjut/
Rencana Tindak Lanjut

Kementerian PKP pada 19 Mei
25

o 113/KPTS/Sj/2025 tentang
Pengangkatan KPA/B dan
Pejabat Perbendaharaan Satker
di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Kementerian PKP pada
19 Mei 25

e 67/KPTS/Dd/2025 tentang
Pengangkatan KPA/B dan
Pejabat Perbendaharaan Satker
di Lingkungan Ditjen Perdesaan
Kementerian PKP pada 19 Mei
25

o 80/KPTS/Dp/2025 tentang
Pengangkatan KPA/B dan
Pejabat Perbendaharaan Satker
di Lingkungan Ditjen Kawasan
Permukiman Kementerian PKP
pada 19 Mei 25

pada 19 Mei 25
113/KPTS/Sj/2025
tentang
Pengangkatan KPA/B
dan Pejabat
Perbendaharaan
Satker di Lingkungan
Sekretariat Jenderal
Kementerian PKP
pada 19 Mei 25
67/KPTS/Dd/2025
tentang
Pengangkatan KPA/B
dan Pejabat
Perbendaharaan
Satker di Lingkungan
Ditjen Perdesaan
Kementerian PKP
pada 19 Mei 25
80/KPTS/Dp/2025
tentang
Pengangkatan
KPA/B dan Pejabat
Perbendaharaan
Satker di Lingkungan
Ditien Kawasan
Permukiman
Kementerian PKP
pada 19 Mei 25

Perbendaharaan Satker
di Lingkungan Ditjen
Kawasan Permukiman
Kementerian PKP pada
15 Agustus 25

4 |Belum terdistribusinya
anggaran Kementerian
PKP pada Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan

Pergeseran pendistribusian
anggaran Kementerian PKP dari
Satuan Kerja Pusat ke Satuan
Kerja Balai Pelaksana Penyediaan

Surat Usulan Revisi
Pergeseran

Anggaran Non Fisik
(Turbinwas) Satker
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Triwulan Sebelumnya (TW II) Triwulan Il

Tindak Lanjut/

Bukti

KEMEN

Tindak Lanjut/

PUPR ke Kementerian
PKP

Satuan Kerja Direktorat
Jenderal Perumahan pada 15
April 2025

- Adanya Nota Kesepakatan

PUPR ke Kementerian
PKP

No Permasalahan Rencana Tindak Lanjut Tindak Lanjut No Permasalahan Rencana Tindak Lanjut
dan Kawasan Permukiman | Perumahan dan Kawasan Pusat ke Balai &
Permukiman yang dimulai pada Satker di Lingkungan
bulan April 2025 Kementerian PKP
o Nota Dinas
Penyampaian
Exercise Pemenuhan
Anggaran Belanja
Balai dan Satker TA
2025
5 |Belum adanya regulasi Telah diundangkannya Peraturan | Peraturan Menteri PKP
penyesuaian dan Menteri PKP Republik Indonesia Republik Indonesia
pembentukan produk Nomor 2 Tahun 2025 tentang Nomor 2 Tahun 2025
hukum di Kementerian Pembentukan dan Evaluasi Produk | tentang Pembentukan
PKP Hukum pada 17 April 2025 dan Evaluasi Produk
Hukum
6 |Belum optimalnya Optimalisasi sistem informasi Tersampaikannya Nota 3 |Belum optimalnya Pengembangan sistem
pemanfaatan sistem terintegrasi yang sudah ada di Dinas Kepala Biro pemanfaatan sistem informasi terintegrasi
informasi terintegrasi di Kementerian PKP Perencanaan dan Kerja informasi terintegrasi di yang sudah ada di
Kementerian PKP Sama kepada Kepala Kementerian PKP Kementerian PKP dan
Pusat Data dan Telah dilakukan
Informasi Nomor penambahan fitur pada
235/ND/Sr/2025 tanggal my.pkp.go.id
20 Juni 2025 hal
Penyampaian Masukan
Penambahan Menu
pada website
my.pkp.go.id
7 |Belum adanya pengalihan | - Terselenggaranya Rapat Nota Kesepakatan 4 |Belum adanya pengalihan |- Adanya SK Sekjen
status aset Ditjen Konsolidasi Data Aset serta Angka Asersi Final status aset Ditjen No
Perumahan, Kementerian Persediaan di lingkungan Eks |pada 9 Mei 2025 Perumahan, Kementerian 613/KPTS/Sj/2025

tentang Penetapan
Satuan Kerja
Likuidasi dan Satuan
Kerja Penerima
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KEMEN

Triwulan Sebelumnya (TW II) Triwulan Il

Tindak Lanjut/

Bukti

Barang dan Jasa

infrastruktur Pengadaan

infrastruktur Pengadaan Barang

dan Jasa

Keputusan Kepala
Biro PBJ Nomor
1/KPTS/Sb/2025
tanggal 17 Juni
2025 tentang
Struktur Unit Kerja
PBJ Kementerian
PKP

Terbitnya
Keputusan Menteri
PKP Nomor
084/KPTS/M/2025
tanggal 21 Mei
2025 tentang
Pembentukan Unit
Kerja Pengadaan
Barang/Jasa
Kementerian PKP

No Permasalahan No Permasalahan [akqeapiay
Rencana Tindak Lanjut Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut
Angka Asersi Final pada 9 Mei Likuidasi Eks Bagian
2025 Anggaran 033
- Persiapan Likuidasi Entitas Kementerian PUPR

Akuntansi pada Kementerian
PKP

8 |Belum tersedianya Percepatan penyediaan Terbitnya 5 |Belum tersedianya Terbitnya Keputusan

infrastruktur Pengadaan
Barang dan Jasa

Kepala Unit Kerja PBJ
nomor 2/KPTS/Sb/2025
tanggal 27 Agustus 2025
tentang Personel Unit
Kerja PBJ Kementerian
PKP
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Sebagai kelanjutan dari upaya perbaikan yang telah dirumuskan pada
rencana tindak lanjut di atas, maka pada bagian ini disajikan bukti pelaksanaan
rencana tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi pada
triwulan sebelumnya. Bukti-bukti ini menjadi indikator bahwa langkah-langkah
strategis yang telah disusun telah diimplementasikan di lapangan serta sebagai bukti

konkret dalam meningkatkan efektivitas program dan kegiatan di masa mendatang.
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LAMPIRAN

1. Terbitnya surat Pengumuman Kepala Biro SDM dan Ortala Nomor
01/PENG/Sp/2025 tentang Lapor Diri, Orientasi Tugas dan OJT CPNS
Kementerian PKP Formasi Tahun 2024

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a Jam Kerja
SEKRETARIAT JENDERAL 1) Hari Senin s.d. Kamis : pukul 07.30 - 16.00
Wisma Mandi I JL M.H. Thanain Mo, 5 Keban Sirh, Menteng, Jakarta Pusat Waklu istirahat pukul 12,00 - 13.00; dan
2) Hari Jumat pukul 07.30 - 16.30
PENGUMUMAN Waktu istirahat pukul 11.30 - 13.00

o

NOMOR: 01/PENG/Spi2025 Pakaian Kerja

1) Senin. Atasan kemeja putih berkersh bawahan celana panjang/rok dengan panjang

TENTANG minimal 2 cm di bawah lutut berwama gelap:
LAPOR DIRI, ORIENTAS| TUGAS DAN ON THE JOB TRAINING (OJT) CALON 2) Selasa Atasan batik bebas dan rapi, bawahan celana panjangirok dengan panjang
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN minimal 2 cm di bawah lutut berwarna gelap;
FORMASI TAHUN 2024 3) Rabu: Atasan kemeja putih berkerah. bawahan celana panjang/rok dengan panjang

minimal 2 cm di bawah lutut berwama khaki

4) Kamis: Atasan bebas casual formai, bawahan celana panjang/rok dengan panjang minimal
2 om di bawah lutut wama bebas casual, dan

6) Jumat: Atasan batik beoas dan rapi, bawahan celana panjang semata kaki berwama bebas
casual.

Pelanggaran disipiin pegawai terhadap ketentuan di atas akan diproses sesuai peraturan

yang berlaky

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Sural Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman {PKP) Formasi Tahun
2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagal berikut:

A.LAPOR DIRI DAN SOSIALISASI PERSIAPAN ORIENTASI TUGAS
1. CPNS Kementerian PKP Formasi Tahun 2024 wajib melakukan Lapor Diri dengan ketenluan
sebagai berikut:
Wajib hadir di Jakarta dan sekitamya (Jabadetabek) pada Senin, 2 Juni 2025 pukul 07 30 WIS
untuk Lapor Diri secara daringlonling; dan
. Mengisi farmulir Lapor Difi dengan mencantumkan foto di/swafoto yang menunjukkan lokasi
CPNS  (menggunakan  aplkasi  Timestamp  Camera)  melalui  tautan.

—paiada, 28 Mei 2025
R Serataris Jenderal
(Rg‘( @id Biro Symber Daya Manusia,

t,me Laksana

JL.W ﬂfd’-—//

w

o

hittp./ibit v/l apor PNS-PKP-2024 (e H, MH. )
N ﬂgl(i(ﬂz’ 'oumu
2. Wajib mengikuti kegiatan Sosialisasi Persiapan Orientasi Tugas secara daring yang skan =

dilaksanakan pada:
Tembusan.
Sekretaris Jenderal Kementenan Pesumahan dan Kawasan Permukiman.

Hari, Tanggal Senin, 2 Juni 2025

2. Sekretaris Inspoktorat Jenderal;
3. Sekretaris Direkiorat Jenderal Kawasan Permukiman;
Waktu sest WAKTY 4. Sekretaris Direklorat Jenderal Perumahan Perkotaan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan
Sesl 1 Us.00- 12,00 WiB 6. Sekretaris Direklorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Sesi 2 13.00 - 16.00 WIB
Tempat Zoom Meeting (akan diinformasikan di grup WhatsApp CPNS)
Peserta sest PESERTA
Sesi 1 CPNS Lokasi OJT Sekretarist Jenderal
Sesi 2 CPNS Lokasi OJT:
« Direktarat Jenderal Kawasan Permukiman
« Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan,
« Direktarat Janderal Parumahan Parkotasn
+ Direktarat Jengeral Tata Kelola, dan Pengendakian
Risiko, den
+ Inspektarat Jenderal
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2. Telah terbitnya Keputusan Kepala Biro SDM dan Ortala Nomor 50/KPTS/Sp/2025
tanggal 1 Juni 2025 hal Penempatan On The Job Training Calon Pegawai Negeri

Sipil Formasi Tahun 2024 di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Wisma Mandiri Il, JI. M.H Thamrin No.5, Jakarta Pusat

Mengingat

KEPUTUSAN KI
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR: € /

TENTANC

PENEMPATAN ON THE JOB TRAINING C
FORMASI TAHUN 2024 DI KEME!

DAN KAWASAN Pf

SGAWAI NEGERI SIPIL
N PEI HAN

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program
i

reformasi  birokrasi di ang peningkatan kapasitas
daya aparatur, melalui pemberian pengalaman

an jabatan yang diembannya, mening
gun landasan karier di
¥

, serta
an fungsi, dipandang periu
the Job Training (OJT) bagi para Calon Pegawai Neger
Sipil (CPNS) i Tahun 2024 di lingkungar
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa berd: per gan sel dimaksud
dalam huruf a, perlu menctapkan Keputusan Kepal
Manusia, Organisasi dan Tata Laksan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

tentang Penempatan On the Job Training Calon Pegawai
v 2024 di Kementerian
rmukiman;

il Formasi Tahur

lang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
pil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897)

2. Peraturan Pemerint Tahun 2017 tent
Manajemen Pegawai N gaimana telah diubal
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
66);

3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 ter

Organisasi Kementerian Negara (Lemb:
Republik Indoncsia Tahun 2024 Nomor 250);

n  Negara

KETIGA gala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan
Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Tahun
Anggaran 2025,

KEEMPAT Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan
Tata Laksana ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan i an diadakan perbaikan
seb a mestinya

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, K dan Kawasan

2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian Perumahan dan Kawasan

3. Para Pcjabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kementerian Perumahan dan Kawasan
Perukiman

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 'y Juy 203

3. Terbitnya SK 06/KPTS/Dk/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat

Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Perkotaan Kementerian PKP pada

19 Mei 25

5%

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Leaming Center BTN, JL. Prof. DR. Soepomo No.197, Tebet, Jakarta Selatan 12870

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR: 06/KPTS/Dk/202

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara diperlukan adanya Pengangkatan
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat
Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Dircktorat
Jenderal Perkotaan
dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa nama-nama yang tertera pada kolom 8 sampai
dengan 11 dari daftar lampiran keputusan ini dipandang
cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat
Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat

Jenderal Perkotaan
dan Kawasan Permukiman;
c. bahwa dimaksud

dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan tentang
Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan
Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman

o
KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan  ditetapkannya  Keputusan Direktur  Jenderal

Perkotaan dan Kawasan

tentang atas Surat ini,

dengan  ketentuan bahwa segala sesuatunya akan
bah /diperbail mestinya jika di
hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Tembusan:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Menteri Keuangan;

4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;

5. Kepala Badan dan

6. Inspektur Jenderal dan Kawasan

7. Para Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Tata Laksana
dan Kawasan i
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kota tertera
pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025
DI JENDERAL

PERUMAHAN PERKOTAAN,
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4. Terbitnya SK 113/KPTS/Sj/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat
Perbendaharaan Satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP
pada 19 Mei 25

1- i
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KELMA ::::;:“" fnimulal barlaku sqjale ""@v"“le"’fk",‘lm
SEKRETARIAT JENDERAL Perubahan atas Surat Keputusan ini, dengan ketentuan

Wisma Mandiri 1|, JI. Kebon Sirih No. 83, RT 1 RW 1, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340 bahwa segala akan i pe

scbagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN kekeliruan di dalam penctapan ini.

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tembusan:
NOMOR: 113/Kp15/53/202¢ 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
TENTANG 3. Menteri Keuangan;
4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG 5. Kepala Badan dan Kq
DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA 6. Inspektur Jenderal dan Kawasan
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL 7. Para Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian Perumahan dan Kawasan
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Permukiman;
8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Tata Laksana
SEKRETARIS JENDERAL, dan Kawasan i

9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kota tertera

Menimbang pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini;

P

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara diperlukan adanya Pengangkatan
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat
Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Kementerian  Perumahan dan  Kawasan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS JENDERAL
Permukiman;
b. bahwa nama-nama yang tertera pada kolom 8 sampai =
dengan 11 dari daftar lampiran keputusan ini dipandang
cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat DIDYK CHOIROEL, 8.80s., M.8i
Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat NIP. 197104161992011001
Jenderal  Kementerian  Perumahan dan  Kawasan
Permukiman;
c. bahwa dimaksud

dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan

Sckretaris  Jenderal tentang Pengangkatan Kuasa

Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan

Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal
dan Kawasan

5. Terbitnya SK 67/KPTS/Dd/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat
Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Perdesaan Kementerian PKP pada
19 Mei 25

s s6=
KEMENTERIAN PER! DAN K KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN dengan  ditetapkannya  Keputusan  Dircktur  Jenderal
Perdesaan dan Kawasan

Learning Center BTN, JL. Prof. DR. Soepomo No.197, Tebet, Jakarta Selatan 12870

tentang atas Surat ini,

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN dengan  ketentuan bahwa segala sesuatunya akan
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN diubah/dipc: mestinya jika
hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

NOMOR: ¢ d/2025
Tembusan:
TENTANG 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG 3. Menteri Keuangan;
DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN 4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN 5. Kepala Badan dan
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6. Inspektur Jenderal i dan Kawasan
7. Para Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian Perumahan dan Kawasan
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN, Permukiman;
8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Tata Laksana
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan Kawasan i
dan belanja negara diperlukan adanya Pengangkatan 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kota tertera
Kuses Peogguna Anggaren/Barang. dan  Pejabat pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini;
Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perdesaan i

Ditetapkan di Jakarta
) pada tanggal 19 Mei 2025
b. bahwa nama-nama yang tertera pada kolom 8 sampai IIRRCTRR TRRDRRAL
dengan 11 dari daftar lampiran keputusan ini dipandang iR
cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat
Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat

dan Kawasan Permukiman;

Jenderal Perdesaan
dan Kawasan Permukiman; Dr. Drs. IMRAN, M.Si., MA.Cd
c. bahwa dimaksud NIP. 197310261993021001

dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan  tentang
Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan
Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
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6. Terbitnya SK 80/KPTS/Dp/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat
Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian
PKP pada 19 Mei 25

. -6-
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN XERdNA Xerutiast Ind cuéf borialu esjal: thoggil diletapiian sampel
dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Kawasan
DIREKTORAT KAWASAN P! AN iman tentang ey i
JL. Raden Patah |, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 dengan  ketentuan bahwa segala sesuatunya akan
diubah/diperbai mestinya jika di
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penctapan ini.
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN "
AN Do AWl J Tembusan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;

1
p— 2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Menteri Keuangan;
4. Ketua Badan Per ;
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG = K:‘:; o encchcean Kenatghn: a
DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN : =53
R 6. Inspektur Jenderal dan Kawasan
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN 7. P Ptk Thker Madve, Moo ihia Boiehds dn
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rk i T S e
Permukiman;
oo 8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Tata Laksana
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kota tertera

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini;
dan belanja negara diperlukan adanya Pengangkatan
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat

Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Ditetapkan di Jakarta
Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan pada tanggal 19 Mei 2025
dan Kawasan Permukiman; DIREKTUR JENDERAL

KAWASAN PERMUKIMAN
1L~

Ir. FITRAH M.Si.

NIP. 196704191994031003

b. bahwa nama-nama yang tertera pada kolom 8 sampai
dengan 11 dari daftar lampiran keputusan ini dipandang
cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat scbagai
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat
Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat
Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman;

bahwa @ i dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan
Dircktur Jenderal Kawasan Permukiman tentang
Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan
Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

7. Surat Usulan Revisi Pergeseran Anggaran Non Fisik (Turbinwas) Satker Pusat ke

Balai & Satker di Lingkungan Kementerian PKP

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Vs Manie 2, . Kebon S N3, FT2F0A.1, 5. S, Kec. Merieng, Kots fakta Pusa, Duerah s Jakicts 10340

Naror KU0101-§§720 Jakarta, 19 Juni 2025
sifat Segera / Prioritas.

Lampiran : Satu berkas.

Hal Usulan Revisi Pergeseran Anggaran Non Fisik

(Turbinwas) Satker Pusat ke Balai & Satker di
Lingkungan Kementerian PKP

Yth. Direklur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran.
di Jakarta

dengan di pendukung pekerjaan fisk di
Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bersama ini kami sampaikan
usulan revisi pergeseran anggaran & (empat) Satker Pusal ke Balal & Satker dalam masing-masing DIPA
Unit Organisasi untuk pemenhan anggaran non fisik/Turbinwas sebagai berikut :
a  Difenk total sebesar 0.212.000,
b, Ditien Perumahan Perdesaan total sebesar Rp. 106.065.000
¢ Dieen Perumahan Perkolaan total sebesar Rp6.174.970.000; dan
d. Dien Tata Kelola dan Pengendalian Risiko total sebesar Rp4.910.850.000.

Tata cara revisi anggaran adalah pergeseran antar Satker, antar Kanwil DJPD, dan antar KROIRO
non Prioritas Nasional (PN) dalam satu DIPA Unit Organisasi. Mohon kiranya agar usulan revisi darl
masing-masing Unit Organisasi dapat diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Sekretaris Jenderal Kementerian
Peumahan  dan  Kawasan
Pemnukiman

E

Didyk Choirgel. S.Sos.. M.
NIP. 197104161992011001
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8. Nota Dinas Penyampaian Exercise Pemenuhan Anggaran Belanja Balai dan
Satker TA 2025

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL Lamp\ ran 1l Nota Dinas Sekretaris Jenderal
Ve M 2, . Keban S N £, RT2F-1, K. S, K Wi, ots Jakt Pusl, Dash Khss kit 10340 137NDIS] 20
Tamqﬂ al 13 Juni 2025
NOTA DINAS
NOMOR - 137/IND/S}/2025 EXERCISE PEMENUHAN KEBUTUHAN ANGGARAN BALAI P3KP DAN SATKER PKP
Yih, 1. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman; aiam ribu A
2. Direkiur Jenderal Perumahan Perdesaan; opcRASiONAL PR puoN R TuRBWAS)
3. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan; dan unTKERA _
4. Direkiur Jenderal Tata Keloia dan Pengenda\lar\ Risiko SEIA el || sEaxA Menol
ar Sekrelaris Jenderal awasan s 510 ‘
Sifat Terbalas
Lampiran 1 (satu) Berkas.
Hal £ A Belanja Balai dan Satker TA 2025 TOTAL SATKER PuSAT 3160503 | (36501,159) | 596519524 | 26238011 | (3.011.129) | 26229913 | (s9sszams)
Tanggal 13 Juni 2025 1| Sevtanatienders se1.700227 | @osanase | srasaoss - | tsserase)
2 | mpettortenderst wstion e 5
3| e Ko P Tama 70s0007 | amiae | (e | 12w | Eean
Sehubungan dengan adanya kebutuhan belanja untuk mendukung tugas dan fungsi strategis pada -
Balai P3KP dan Satker PKP di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama 4| Bjen Paumaban Perdesasn foneR SSRGS | QM6 | 1007803 || G060
ini kami sampaian bebarapa hal sebagai beriut 5| owpen Peramanan perctsan s | semm |0z | e | wimes | s
1 Tomapat Kebuiun o 5,000 et & | Oiien Tte Kelta o Pengerdsan ke | 342,12 603,142 | 16720065 | (4910850) | 1ne00115 | (108500
'erdapat kebutuhan bahan sebesar Ry bz erikul
a.  Dukungan Manajemen Operasional Balai dan Satker sebesar RpSG 54| 159.000; dan TOTAL BALA DAN SATKER S J||_Oened||_CE 7| G Dl BER) [EEAD||_LEX )
b Tusbinuas Balal dan Satker sebasar Rp23.011.120.000; 1| k0 st sssa | somaoe | saees | mes | aven | s )
2 | stk @ v wam | seam | e | awan|  muan | smen
2. Pemenuhan anggaran Dukungan Manajemen Operasional Balai dan Satker sebesar
Rt 41 150,000 bersumbrr don Pukangen Manaj e ot 3 | oo paee sumtcan togm0 | wen | seon | men | wer | smus
yang tolah selesal Surat Pangessan Revisl Anggaran o | ot o7 v smarcra s | mam | e | smew | siema | saie
! 5 | Balai P3KP Sumatera Nl 164,688 1,086,826 1251518 2,400 270993 293,402
3. Pemenuhananggaran Program PKP Turbinwas Balai dan Satker sebesar Rp23,011.129.000 dipenuhi &[St o simem s e | s | smam | aawm | aesw | s
melalu pergeseran anggaran Program PKP Turbinwas Satker Pusat dengan memperhitungkan S P—— o | e | o me | me | e
prognosis realisasi 5.d 30 Juni dan deviasi dengan prognosis tersebut dengan realisasi ideal sebesar
[ o Kepulauan Kt wan | em| s | mon | s | mman
25% dan sebesar 10% dari prognosis realisasi Semester Il yang bersumber dari
2 Diflen Kawasan Permukiman tolal scbesar RpS 819.2 5 | sam rare sz ey T e s e
b, Difien Perumahan Perdesaan total sebesar Rp6.106.065.000; 10 | saker P Prov. o | veow | men | e | zseen | e
e Difien Perumahan Perkolaan total sebesar Rpb. 174.970.000; dan 11 | suker P prow. s s | wmes|  sewr | awam|  sesa | wise
. Difien Tata Kelola dan Pengendalian Risiko totel sebesar Rp4.910.850.000; 12 | w2t sumaeray isow | 7w | seam | mes| s | o
4. Selanjuinya dimohon kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya masing-masing Unit Organisasi segera 13 | Sotker P9 Prow SmtersSeltan s | waow| mwa| mae]| aeso| weas

mengusulkan revisi kepada Direktoral \nggaran, Ditien 12 | saterm
exercise terlampir.

Prov Kep. Banga Bebtung so7e7 | e | mam | maos | msens | aman

15 | soherpi? Prov ampung @53 | swrw | swewa| aease |  aenase | eseso |  2zeam
16 | sawirake et se020 | s | 2am30 | s | sene s172a1

Damikian kami sampalian. Atas parhafian dan kerja samanys, leaml ucapican terima iash. 17 | Satker PKP Prov. DK lakarta 93.6% 20472 314,165 22416 201620 | 224036 652,022
15 | saker i praw Banten s | swer2 | esian | amaoe | swan| mmam | tomaa

Sekretaris Jenderal Kementerian 19 | saairace lamat s06a0 | veoeow | 17msm |  zaos | woawo | imen n2030

Perumahan  dan 20 | Soker K0 praw v Brat mats | mam | mows | womt| seas | senr|  ameam

P 21 [ Bt ake et iarr | veeais | semm | mews | aass | awaer s

22 | satker 7 Prov iawaTengah Gesa | weswo | ez | zes | segw | wes e

23 | sater P frov vogyavara mue | im0 | oo | s | a2 | swses | iamae

22 | Baairake lawa v o0sm | meeose | toms: | maos |  msen | amas 84900

25 | saker PIF prow awa Trmar | e | sma | amen | ewen | owes | iswer

A e S 26 | sampate husaTengparat wgs | s mw| maw| we| men e

NIP. 0710416199207 1001 23 | Satkar Y0 Pro. o Temggars Bt oo | waem | awem | mam|  assss| s |  semam

28 | Saker 40 P 2t 13073 | resem |  emrea | aeeese |  maens | wmess | sseesw

25 | i 7ake s Tenggara e | wonie | s | men | mean| amen Tassa

30 | Satker i Prov Husa Tenggar Trnur w0 | o] o | amims | sases | iwems| e

9. Peraturan Menteri PKP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum

S26-

e.  alur pembuatan Produk Hukum,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan dan evaluasi

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
NOMOR 2 TAHUN 2025

Rakyat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan
Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia

TAN
PEMBENTUKAN DAN EvALUASl PRODUK HUKUM Tahun 2023 Nomor 1103), dinyatakan tidak berlaku.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 65
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
diundangkan.
REPUBLIK INDONESIA,
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
) ) pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
wasan Permukiman berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman beserta Peraturan Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan
landasan kerja dalam penyusunan produk hukum;

b.  bahwa untuk membentuk produk hukum di Kementerian

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2025

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu didukung P —
dengan teknik dan prosedur penyusunan produk hukum M
yang pasti, baku, dan standar; MARUARAR SIRAIT

c. bahwa i
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu m:nelapkan Diundangkan di Jakarta
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tanggal 22 Apeil 2025
tentang Pembentukan dan Evaluasi Preduk Hukum;
DIREKTUR JENDERAL

Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia Tahun 1945; KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ftentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia °.—.-:_
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916) scbagaimana telah DHAHANA PUTRA

diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 265
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teatang

Negara Republik Indonesia Tahun o Nomar 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor




LAPORAN KINERJA TRIWULAN 11 2025

10. Tersampaikannya Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama kepada
Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor 235/ND/Sr/2025 tanggal 20 Juni 2025

hal Penyampaian Masukan Penambahan Menu pada website my.pkp.go.id

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL . Data Capaian Output Eks Dijen Perumahan dan DUPI tahun sebelum 2025 melaui dana APBN  capaian
s Manain 2, Kon S .5, RT 20,1, Kb S, Kec. Merang, Ko sk st st Kusus ok 10340 data sejuta rumah sebelumnya;
9. Data PSN 1 juta ruman;
NOTA DINAS

NOMOR : 235ND/Sr/2025 3. Masukan Untuk Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai berikut:
vih  Kepala Pusat Data dan Informasi . Menu adrin Bto PKS (dagat menginpul, mereviu, dan melakukan perubatan siau penghapusen
i © Kepala Biro Perencanaan dan Keda Sama pengajuan sebelumnya. admin Biro PKS juga dapat melihat seluruh pengajuan) dengan fincian sebagai
Sifat : Biasa berikut
Lampiran ¢ - 1) Pengajuan Pemohon (Baru, Perubahan, Hapus);
Hal : Penyampaian Masukan Penambahan Menu pada website my:pkp.go.id
Tangoal | 2012028 VPP 2) Pengajuan Keglatan (Baru, Perubahan, Hapus);

3) Pengajuan Perselujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Baru, Status Pengajuan, Perubahan,
Permbatalan
ehubungan telah dilaksanakannya Sosialisasi web my. pkp.go.id pada tanggal 3 Juni 2025 secara ") ) . .
daring yang dihadifi oleh Unorf perwakilan Unor di lingkungan Kementerian PKP, bersama ini kami sampaikan 4) Pengajuan Paspor Dinas, Exit Permit daniatau rekomendasi Visa (Baru, Status Pengajuan,
beberapa masukan untuk penambahan menu pada my.pkp.go.id dengan rincian sebagai beriku Perubahan, Pembatalan);

5) Pelaporan

1. Masukan Penambahan Menu untuk Fungsi Pemantauan sebagai berikut:

b. Menu admin tingkat Eselon 1 (dapat menginput, merespon hasil reviu dan memohon perubahan atau
. Menu untuk Penganggaran (revisi DIPA dan pemaketan) dan pelaksanaan; penghapusan pengajuan sebelumnya. admin tingkat Eselon 1 hanya dapal melihat pengajuannya),
Pantauan buka biokir dengan rincian sebagai berikut
Pantauan BA BUN; 1) Pengajuan Pemohon (Baru, Perubahan, Hapus);

Kurva S Per KIL dan per UNOR tethadap pagu efekif; 2) Pengajuan Kegiatan (Baru, Perubahan, Hapus):

o ap o

Progres fisik SYC (%) terhadap pagu efeklif dan prgres fisik kumulatif MYG (%) dan keuangan terhadap
pagu efeklif (%) masing masing kegiatan per UNOR dan per AKUN  ditambahkan kolom yang masih
dalam proses SP2D; 4) Pengajuan Paspor Dinas, Exit Permit dan/atau rekomendasi Visa (Baru, Status Pengajuan,
Perubahan, Pembatalan);

3) Pengajuan Persetujuan Perjelanan Dinas Luar Negeri (Baru, Status Pengajuan, Perubahan,
Pernbatalan);

. Swakelola NOL;
9. Rencana PBJ (Tender dan Non Tender); 5) Pelaporan;
h. Progres Kontraktual Tender dan Non Tender; ©. Menu Dasar Hukum dan Petunjuk Pengisian;
i Bela Pengadaan; 4. Untak mengskung website my.pkp.g:

{ender dan non tender o P orhadap ni iy manual book dan penyelenggaraan
o fender dan non fan sisa anggaran terhadap nial Simtagan. toknls kopass Seiunn Ui Oroamoast Baas don Satier 5 Livgngan omentaran P

mengenal tatacara Inpul pemakelan, lagging dan pengenalan menu-menu yang ada di website
K. Frogres Kegatan femat PSN. KSP, IKN, DOB,Hunp, Kumun, Padat Karya (88PS), Rurah Susun my.php.go.id.
FLPP, Subsidi Bantuan Uang Muka (SEUM) , Subsidi Selisih Bunga (SSB) TAPERA
(KPP ot Peraen KGR Tana bt KRR, ansh ik s Kernieaan aan SR deb Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerasamanya kami Ucapkan teima kasih,

Rencana fisik dan rencana keuangan per harl/ mingguan tethadap pagu efektif { kegiatan fisik dan non
fisik, swakelola maupun kontraktual);

Kepala Biro Perencanazn dan Kerja
m. Kinerja bulanan terhadap pagu efekif;
n. Pantauan paket-paket yang menggunakan RPATA sampai dengan akhir maret. {tagging nama paket saja

dan besaran uang yang di RPATA-kan (%)

0. Jam kundi status;
p. Progres realisasi belum terstruktur, misal dari bala ke satker;
q. Daftar pejabat PISK, PPK, SPM, Bendahara dan petugas MyPKP. Edy Sulriono. SE. MM_MSE.
NIP_197112131992011004

»

Masukan Penambahan Menu untuk SAKIP sebagai berikut:
Renstra Kementerian;
Perjanjian Kinerja (Awal, Revisi dan Revisi Akhir);

o

Pengukuran Kinerja ( Rencana Aksi, Monev Kinerja, Data Kinerja Bulanan);
Laporan Kinerja:
Evaluasi SAKIP;

o ap o

11. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final pada 9 Mei 2025

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT (BA033) TAHUN 2024
Nomor: NKF-75/033/PB.6/2025

Pada hari Jumat, 03 Mei 2025, telah

angka Lampiran Nota ini. PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT (BA 033) akan menyusun dan menyampaikan asersi final Laporan Keuangan
Tahun 2024 secara lengkap kepada Ditien Perbendaharaan dan menyampaikan Laporan BMN kepada
Dijen Kekayaan Negara paling lambat tanggal 09 Mei 2025.

ja Pihak yang angka-

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

No |Nama Unit Instansi

1 |Obeth Mangara Simatupang, Kepal KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
Bagian Akuntansi dan Pelaporan PERUMAHAN RAKYAT - selaku Penyusun
Keuangan LKKL

2 |Bambang Sulistyono , Kepala DJKN - selaku Penyusun LBMN
Subdirektorat Perumusan Kebijakan
Barang Miik Negara Il

3 |Rahmat Mulyono, Pit. Kepala DJPb - selaku Penyusun LKPP

Subdirektorat Bimbingan Akuntansi
Instansi dan Bendahara Umum Negara
4 |Ir. Padang Pamungkas, Wakil BPK RI - selaku Auditor BPK K/L

Penanggungjawab /Direktur Direkiorat
Pemeriksaan IV.B
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12. Telah terbitnya Keputusan Kepala Biro PBJ Nomor 1/KPTS/Sb/2025 tahun

tentang Struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PKP

2025

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL
Wisma Mandii 1. M.H. Thamsin No § Kebon Sinh, Menteng. Jakans Pusat

Mengingat

EPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

SELAKU KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG /JASA

NOMOR 1/KPTS/Sb/ 2025 TAHUN 2025
TENTANG

STRUKTUR UNIT KERJA PENGADAAN BARANG /JASA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SELAKU KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA,

Menimbang  : a.

L

bahwa Unit Kerja Pengadasn Barang/Jasa Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dibentuk melalui
Menteri dan Kawasan

Nomor 84/KPTS/M/2025 tentang Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Kementerian  Perumahan  dan
Kawasan Permukiman;

bahwa untuk melaksanakan Diktum KESEPULUH Keputusan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor
84 /KPTS/M/2025 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
B J i dan  Kawasan
Permukiman, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa perlu menetapkan
Struktur Unit Kerja Pengadsan Barang/Jasa Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

bahwa b per dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala
Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Tentang Struktur Unit Kerja
Pengadaan Berang/Jasa Kementerian Perumshan dan
Kawasan Permukiman;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
B Pemerintah [Lembaran N Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
Peraturan  Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang
dan Kawasan (Lemb:

Negara Republik Indoncsia Tahun 2024 Nomor 388);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadasn Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Keja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Namor 511);

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
Peraturan Menteri Perumshan dan Kswasan Permukiman
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan

o

KEDUA BELAS Keputusan Kepala Biro ini mulai berlaku pada tanggal
ditctapkan.

Tembusan:
1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Sckretaria Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2025

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG
DAN JASA

SELAKU KEPALA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA,

o] 0]

SAIFURRAHMAN
NIP 106011101996031001
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13. Terbitnya Keputusan Menteri PKP Nomor 084/KPTS/M/2025 tentang

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PKP

SAN KESEMBILAN  : Pammrmumum’m terdiri atas:
bidang melaksanakan tugas dan fungsi

REPUBLIK INDONESIA pcng:lnl.n.n Pengadaan Barang/Jasa;
b. bidang yang melaksanakan ey dan _fungsi

KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN e hirhn(yangmdakumknnmmdnnhnyu pembinaan
NOMOR 084 /KPTS/M/2025 sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan
TENTANG Barang/Jasa; dan ;
PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG /JASA KEMENTERIAN d. bidang yang melaksanakan tugas dan = fungsl
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN P L
teknis B 8/ Js
KESEPULUH  : Struktur UKPBJ ditetapkan oleh Keputuun szaln Biro
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala Ul
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Presiden K AS  : kegiatan UKPBJ dibebankan
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
; KEDUA BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dlkclulrhnny-
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Keputusan Menteri ini pada DI

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pemermmh perlu dibentuk Unit Kerja

/i yang KETIGA BELAS : Kcputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
Penpdaan Barang/Jasa di Kementerian Perumahan dan ditetapkan.
Kawasan Permukiman;
b. bahwa Tembusan: !
dimalcsud dalam huruf a, periu menetapkan Keputusan 1. Ketua Badan Republik
2. Kepala Badan dan
Menteri dan Kawasan tentang 3 Lo ” /Jasa
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 3 Rmial kk"""mn Gostien: Barang
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. enderal, T
6. Jenderal, i dan Kawasan Permukiman;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 7. Para Dircktorat Jenderal di L i dan
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Kawasan Pprmuldmln; )
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 8. Kepala Biro Perennms‘nn 't(l.-n Kerja Sama, Sekretariat Jenderal,
Nej g i 4916) sebagaimana Kementerian Perumahan wasan Permukiman;
Rt el 'MJ::':“ Nﬂ:‘z: Sl iy 9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal,
s & s Kementerian Perumshan dan Kawasan Permukiman; dan

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Ditetapkan di Jakarta
6994); pada tanggal 2 | Mei 2025
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.
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